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ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada buruknya implementasi bantuan
sosial pada eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Beberapa
indikasi yang terjadi seperti adanya bantuan yang tidak diterima oleh eks psikotik
(22 kasus), eks psikotik yang belum dinyatakan sembuh dan tidak sesuai dengan
kriteria penerima bantuan, serta administrasi (proposal) yang tidak valid selama
pengajuan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab
buruknya implementasi distribusi bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan
Tongas Kabupaten Probolinggo berdasarkan perspektif Edwards III. Dengan
menggunakan metodologi kualitatif dan strategi pendekatan studi kasus, penelitian
ini berfokus pada program penyaluran bantuan sosial yang dikaji melalui aspek
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Unit analisis utama
penclitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Untuk mendukung unit
analisis utama, peneliti melakukan kroscek langsung di lapangan khususnya
dengan pelaksana teknis dan penerima bantuan sosial. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program yang belum berjalan optimal
dengan indikasi hampir 50% bantuan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh
masing-masing faktor dalam implementasi kebijakan yakni: faktor pertama
disebabkan oleh adanya sosialisasi yang belum optimal selama program
dilaksanakan sehingga berdampak pada sulimya memahami bagaimana alur
memperoleh bantuan; faktor kedua disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia yang bertugas melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial; faktor
ketiga yakni mengenai komitmen dan sikap pelaksana yang masih lemah ketika
bekerja secara individu, dan; faktor keempat adalah disebabkan oleh ketiadaan
SOP sebagai pedoman teknis dalam melakukan verifikasi kriteria calon penerima
bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabuapten
Probolinggo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Eks Psikotik, Dinas
Sosial, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo

ii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi
Eks Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

Penyusun TAPM  : Ary Sulistyowati

NIM : 500650087
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal
Menyetujui,
Pembimbing 1 Pembimbing I

-

Dr. Dewiftowati, M.Si. .
NIP. 19750101 200312 2 001 NIP. 19700322 1995122001

ji Ahli

Dr. Mujibur Raliman Khairul Muluk. S.Sos..M.Si.
NIP. 19710510 199803 1 004
Mengetahui,
Ketua Pasca Sarjana Hukum,
Sosial dan Politik

@V\/b
Dr. Darmanto. M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN
Nama : Ary Sulistyowati
NIM . 500650087

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM  : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Eks

Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister

(TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas
Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu/9 Februan 2019

Waktu :11.00 - 12.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji

Dr. Sni Listyarini, M.Ed.

Penguji Ahli

Dr. Myjibur Rahman Khairul Muluk, S.So0s.,M.Si.
Pembimbing I

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.S1.

Pembimbing 1T

Dr. Dewi Erowati, M.S1.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program
Magister (TAPM). yang berjudul Implementasi Pemberian Bantuan Sosial
Bagi Eks Psikotik Kecamatan Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun
2017

Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini disusun sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada
Program Studi Administrasi Publik dengan Konsentrasi Ilmu Analisis Kebijakan
Publik pada Program Magister UPBJJ - UT Jember.

Terselesaikannya Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini tidak
terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan (support)
baik secara materiil maupun spiritual kepada penulis. Oleh karena itu pada
kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd selaku Direktur UPBJJ - UT Jember.

2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya yang telah
bersedia meluangkan waktu dan tenaga demi penyelesaian Tugas Akhir
Program Magister (TAPM).

3. Ibu Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Dewi Erowati,
M.Si. selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir Program Magister (TAPM) I
dan II, yang telah maksimal memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi
sehingga seluruh rangkaian penyusunan Tugas Akhir Program Magister
{TAPM) terselesaikan dengan baik.

vii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

4. Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Sri
Listyarini, M.Ed. selaku penguji ahli dan ketua komisi penguji yang telah
memberikan kritik, saran, dan masukan perbaikan Tugas Akhir Program
Magister (TAPM).

5. Sugeng Wiyanto, S.Sos, MM selaku Camat Tongas Kabupaten
Probolinggo beserta seluruh pegawai di Kecamatan Tongas,

6. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu mendampingi, memberikan
dukungan, semangat dan doa yang tak henti-hentinya,

7. Bapak, Ibu dan keluarga, sahabat, serta rekan-rekan semua yang telah
memberikan dukungan penuh hingga terselesaikannya Tugas Akhir
Program Magister (TAPM). ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini
bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti sebagai masukan dan
pertimbangan bagi pelaksanaan pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten
Probolinggo khususnya serta pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah
Kabupaten Probolinggo.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir
Program Magister (TAPM). ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis

harapkan demi kesempumaan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini.

Malang, Maret 2019

Penulis

viii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran 4. Form Biodata Kandidat

43733.pdf

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

J1. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418

Nama

NIM

Tempat dan Tanggal Lahir
Registrasi Pertama
Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

Alamat Tetap

Telp/HP

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

BIODATA

ARY SULISTYOWATI

500650087

Probolinggo, 18 Juli 1975

20162

Lulus SD di SDN Sukabumi I Probolinggo pada tahun 1982
Lulus SMP di SMPK Probolinggo pada tahun 1991

Lulus SMAN I Probolinggo pada tahun 1994

Lutus 81 di Universitas Merdeka Malang pada tahun 1998
Tahun 2006 s.d 2016 sebagai Staf Dinas Koperasi UKM
Pemkab Probolinggo

Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kasubag Umum Dinas
Komunikasi dan Informasi Pemkab Probolinggo

Tahun 2017 s.d sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Tongas

JI. Taman Cendana VII Blok O — 3 Perum STI

Probolinggo - Jatim

085236194449

Probolinggo, Maret 2019

ARY SULISTYOWATI
NIM. 500650087



43733.pdf

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Abstrak ii
Pernyataan Bebas Plagiasi iv
Lembar Persetujuan v
Lembar Pengesahan vi
Kata Pengantar vii
Riwayat Hidup ix
Daftar Isi b ¢
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii
Bab I Pendahuluan 1
LA. Latar Belakang .......ccccoceimrvrnoreerccnirernnenieneessrcssssssessassseeessnssessssassnes 1

I.B. Rumusan Masalah ......c.cocoiiiiiorinciicnsnccesrreeeesennssssessesseecsssssessserses 7
LC. Tujuan Penelitian ........cccoccceeiinciecnnerrernene ettt sessesssssnssssasensseenens 8
LD. Manfaat Penelitian .......c.ccccoovevieverieneecrnernemesssseseesesssssssessessssanesssassns 8
Bab II Tinjauan Pustaka . 9
ILA. KAJian TEOTI ..eovvvecveereccieiierrteisrersessnsseesessnessssssnsssssssssssesnessssssasnessnssns 9
ILA.I. Pengertian Kebijakan Publik ........ccccoirivevmrivivscniicrcissiceicnnerens 9
ILA.2. Kebijakan Publik Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo
Nomor 29 tahun 2006 ........ceeoivrerercreeerre st rceccreesnssntaeccenenns 11

ILA.3. Pengertian Implementasi Kebijakan .......ccoccccooneinnincnincnne 11
I1.A.4. Tahap-Tahap dalam Implementasi Kebijakan ...........ccccoeeennnn. 12
IL.A.S. Model George Edwards II1 (1980) ..ot 14
II.A.6. Model Van Meter dan Van HOTD .....covivinmiicncccicncnnc e 18
I1.A.7. Keberhasilan implementasi kebijakan ........cccvvinvnnvnnineinnnns 21
I1.A.8.Model- Model implementasi kebijakan .........ccoovvveeeecninsinnncnnn, 23

IL.B. Konsep Bantuan Sosial dan Resiko SOSIal .......oreeoscoceesroosseocrmmersesree 28
II.B.1. Pengertian Bantuan Sosial Dan Resiko Sosial .........ccccconvvennensne 28

ix

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

I1.B.2. Kriteria Belanja dan Mekanisme hibah dan Bantual Sosial ........ 29

I1.B.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial ...........cccoevveiveerecnne 30

I1.C. Penelitian Terdahltl .........ccoovivereecniiviniirenneneciieeseeeneeeeenesseseesesenssnn 31
ILD. Kerangka BerpIKil .....ccccoccvieineennnstermsiasmenessssessenessassesssnonsecscssssers 39
Bab 11I Metode Penelitian 40
ITLA. Jenis Penelitian ........ccccceeeeivieererercscnnsvnesesessessssrissnesnesassennessassesens 40
IILB. Fokus Penelitian .........cccccceceirirveimererceserensesesessersssssseresssssssassasssssasans 42
IIL.C. Lokasi Penelitian .......cc.ccceemrivunreniincnisnnnncnissestssnnsseseesssasssenencanessas 43
IIL.D. Jenis dan Sumber Data ........cccorrivereceenienrneesennsaressessesnrernsssssseesaens 44
IIL.E. Teknik Pengumpulan Data ...........cocvveercerccvinsieninrsmsesversensesaceresvssasnees 45
HLF. Analisis DAt ....ccceieeecernceniectniernnerrssernssneransssssssessasnsescessssaransesssssosss 46
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 50
IV.A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo ......cceceeeiveeeincvnirncnences 50
IV.B. Kajian Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik ..... 60
IV.B.1. KOMUNIKAST .....coreeuierrrecrireerereresensenesrrasssessserasssnsasonsasanssassasssannss 61
IV.B.2. Sumber Daya .....cccccveevmeenirerencnececriruieseressssiriseseccnssssnsssannsss 68

TV B3 DiSPOSISE  ceeeecuvireracecestrsnsricecsncssissnonmsssssssssssssssssssssesssrnssassssssesss 73
TV.B.4, Struktur OTZAniSasi ...........cccereecmcrcermsencencsiscscssenmssossosesnsssensseones 76

IV.C. Refleksi Teoretis dan Perbandingan Kajian Terdahulu ..................... 80
Bab V Kesimpulan dan Saran 97
VA KeSIMPUIAN ... et cees et s e ca s sa b abe s ennen 97
V.B. SAAN  coeeecveieeecrseenrersersstasemesssssnesse s s e mesesessnsssmsassessasasess st s nnsasnsanes 99
Daftar Pustaka 101

X

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Bantuan Eks Psikotik Kecamatan Tongas yang Tidak Diterima
Langsung oleh Penerima Bantuan ..........ccocecveciviciniicecneccnninessennsvesesrnenssesesonsncs 2

Tabel 1.2. Jenis Bantuan Sosial Bagi Eks Psikotik di Kecamatan Tongas, tahun
2017

.................................................................................................................... 5
Tabel IV.5. Analisis Interaktif Implemetasi Kebijakan Pemberian Bantuan bagi
EKS PSIKOTK ..vovviiceieienrerrerieireesirsssevseienesesarerseserssstesesasessssnsssssossassessasssnsssnsens 90

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Jumlah Eks Psikotik Penerima Bantuan Sosial di Kec. Tongas.......... 4
Gambar 2.1. Model Pendekatan Implementasi George C. Edwards III .............. 16
Gambar 2.2. Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hom 27
Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian ..........cococceveeecnvenernnsrnnnninnicsvesersssnesees 39
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif ...........c.occcccneee reersres e senenas 48
xii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

50

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.A. Profil Dinas Sesial Kabupaten Probolinggo
Dinas Sosial merupakan salah satu dari sekian Satuan Organisasi Sosial
Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Kabupaten Probolinggo dimana bidang
yang menjadi fokus penangganan utama adalah Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial. Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten
Probolinggo, diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 20016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Probolinggo. Berikut deskripsi profil dari Dinas Sosial
Kabupaten Probolinggo ;
A. Susunan Organisasi
Susunan organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terdiri dari
beberapa personil organisasi dalam satu rangkaian bagan. Berikut masing-masing
personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakmis;
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2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,;
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna
Sosial;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas;
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
€. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial,
f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Fungsi

Dari masing-masing personil di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo,
seluruhnya memiliki peran tanggung jawab organisasi. Hal ini dijabarkan dalam
format tugas dan fungsi masing-masing personil. Berikut tugas dan fungsi dan
masing-masing personil dinas;
1.  Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan Pemerintahan dibidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan
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kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Sosial mempunyai

fungsi :

a.  Perumusan kebijakan dibidang sosial;

b.  Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;

¢.  Pelaksanaan evaluasi dan petaporan dibidang sosial;

d.  Pelaksanaan administrasi dibidang sosial;

e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Sosial;

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan

pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan

keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.  Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan
tatalaksana;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaiah, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;

¢.  Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum
dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan,
kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Sosial serta UPT;

d.  Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program
dan anggaran;

e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
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pertanggungjawaban keuangan;

f.  Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP);

g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

h.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana,

pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a.  Pelaksanaan urusan administrasi umum;

b.  Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kebersihan, penyiapan bahan
rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

d.  Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan
kepegawaian;

f.  Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

g.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
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Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuvangan mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta

pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a.  Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

¢. Pelaksanaan pemantavan, evaluasi dan pelaporan rencana
program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

d.  Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

f.  Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi
keuangan;

g.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

h.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan

penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program dan kegiatan,
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menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang

pemberdayaan kelembagaan sosial, pengembangan dan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Pelaksaanan penghimpunan dan menelash bahan pedoman
pemberdayaan  kelembagaan  sosial,  pengembangan  dan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam rangka pelaksanaan
pembinaan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial
(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS), Lembaga Konsultast Kesejahteraan Keluarga (LK3),
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)dan
Organisasi sosial Lainnya,

b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta
melaksanakan  koordinasi dalam rangka pembinaan dan
pengembangan  Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial
(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluaraga (LK3)
dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),
dan Organisasi sosial lainnya;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang
dilaksanakan  dibidang pemberdayaan kelembagaan  sosial,

pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta
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melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan kegiatan
sumbangan sosial, pengumpulan vang dan barang serta undian gratis
berhadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas

merencanakan, merumuskan, melaksanakan koordinasi kegiatan serta

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a.  Perencanaan kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢.  Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan
dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelaksanaan
rekomendasi dibidang sosial, fasilitasi bantuan sosial dan jaminan
sosial, pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar,
resos anak berhadapan dengan hukum, resos anak yang memerlukan
perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia,
bimbingan lanjut, aksebilitas sosial lanjut usia, pelayanan dan resos
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemsyarakatan, korban

perdagangan orang, korban tindak kekerasan, c¢ks tuna susila,
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pelayanan dan resos penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik,
intelektual, disabilitas ganda dan bekas eks penyakit kronis;

d.  Pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna

Sosial

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna

Sosial mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah,

menyusun rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan

melaksanakan bimbingan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna
sosial penyandang tuna sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi

Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna Sosial

mempunyai fungsi :

a. Pelaksaanan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan
dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial meliputi pelayanan
dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak
kekerasan dan eks-tuna susila;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta

melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial
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penyandang tuna sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan,
korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna
susila;

c.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang
dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial
penyandang tuna sosial pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan,
korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna
susila;

d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai
tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program
dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis
dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas. Dalam melaksanakan
tugas, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas Sosial
mempunyai fungsi :

a.  Pelaksaanan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan
dan rehabilitasi sosial Disabilitas meliputi penyandang cacat fisik,
penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat

eks penyakit kronis;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

59

b.  Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta
melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas
dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang
cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda ,
penyandang cacat eks eks penyakit kronis;

c.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang
dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas
pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang
cacat fisik,penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda,
penyandang cacat eks penyakit kronis,;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9.  Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun
rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan
bimbingan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia. Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai fungsi :

a,  Pelaksaanan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan
dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi pelayanan
sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial
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lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan
aksebilitas sosial lanjut usia;

b.  Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta
melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan
Lanjut Usia dalam rangka pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi
sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan
hukum, rehabilitasi sosial anak yang memeriukan perlindungan
khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan
kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia;

c.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang
dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan
Lanjut Usia pada kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi
sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan
hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan
khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan
kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebilitas sosial lanjut usia;

d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV.B. Kajian Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik

Dalam implementasi bantuan sosial, distribusi bantuan sosial harus
dilakukan secara merata dan berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, Permendagri 32/2011

yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012, diharapkan mampu memberikan
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pedoman dalam pengelolaan bantuan sosial. Untuk menganalisis implementasi
program bantuan sosial bagi eks-psikotik di Kecamatan Tongas, peneliti
melakukan wawancara dan observasi yang sesuai fokus penelitian yang telah
ditentukan. Pada bagian ini, peneliti juga melakukan analisis di setiap hasil
penelitian yang didapatkan.

1V.B.1. Komunikasi

Persebaran informasi dan komunikasi memiliki andil yang sangat
penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan,
dibutuhkan upaya sinkronisasi mengenai konsep kebijakan dari atas hingga
sasaran kebijakan. Implementator di level atas yakni pemerintah, dan di
level bawah yakni pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis. Sasaran dari
implementasi sendiri merupakan penerima program yaitu penerima bantuan
sosial. Masing-masing stakeholder harus melakukan komunikasi secara
efektif agar program yang berlangsung tepat sasaran.

Selama distribusi informasi dan proses komunikasi berlangsung,
urgensi dari efektivitas penyampaian informasi dan komunikasi dalam
penyampaian program sangat tinggi, termasuk apa yang mendasari,
mengapa dilakukan, bagaimana prosesnya, serta konsep lainnya. Tujuan
utamanya adalah program dapat dipahami secara baik dan efektif, baik oleh
perumus, pelaksana, serta penerima atau sasaran melalui sinkronisasi
kebijakan, sehingga visi dari program mampu tercapai secara optimal.
Terkait sinkronisasi dalam penyampaian program yang ada, maka dalam

kebijakan pemberian bantuan bagi eks-psikotik Kecamatan Tongas,
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peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan yang

mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan

itu, beliau menyampaikan;
“Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2017, tentunya sudah sesuai dengan Peraturan
Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 28 Tentang
Pemberian Bantuan Sosial.”. (wawancara dengan ST, SE, MM
pada hari Selasa, 10 Juli 2018)

Secara eksplisit, narasumber memaparkan bahwa program yang
dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun hal ini
bukan berarti = pelaksanaan program telah ideal dilaksanakan
mengingat peneliti harus memastikan ulang bagaimana realita yang
sebetulnya terjadi. Disamping itu, jawaban dari narasumber tersebut
terkesan hanya berangkat dari satu perspektif dan belum menjelaskan
bagaimana realita implementasi yang dilakukan. Agar topik mengenai
kebijakan bantuan sosial bagi eks-psikotik terjawab, maka peneliti kembali
mencari informasi mengenai bagaimana sebetuinya lembaga
mendistribusikan informasi mengenai program yang ada di masyarakat
serta stakeholder terkait. Hasilnya yakni sebagai berikut;

“Komunikasi penting dilakukan, melalui sosialisasi dan koordinasi.
Agar ada pemahaman tentang syarat penerima bantuan, mekanisme
pemberian bantuan, pembagian tugas masing-masing pihak,
termasuk juga tugas Puskesmas Tongas dalam menentukan
penerima bantuan, dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa

Eks psikotik sudah sembuh dan layak diberikan bantuan.”.
(wawancara dengan SK, SE, MM pada hari Selasa, 10 Juli 2018).
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Penjelasan diatas lebih lugas dibandingkan penjelasan
sebelumnya. Narasumber mulai menyampaikan hal yang bersifat teknis
dan lebih terarah pada sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaannya, upaya
distribusi informasi dan pola komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi
agar memberikan pemahaman tentang mekanisme secara komprehensif
mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, hingga pada
tahapan pertangggungjawaban bantuan sosial.

Petikan diatas juga menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme
penerima bantuan hingga dinyatakan bahwa penerima bantuan sosial
memenuvhi kriteria penerima bantuan. Hal ini semakin menunjukkan
bahwa persebaran informasi diharapkan mampu membuat sasaran
program semakin akurat dan tepat. Dari adanya sosialisasi, maka peneliti
melihat kondisi di lapangan untuk melihat bagaimana realisasi yang ada.
Hasil dari pencarian informasi di lapangan adalah sebagai berikut;

“Tugas Puskesmas Tongas sebatas proses penyembuhan psikotik..
Untuk menjaga jiwa psikotik ini tetap stabil, kami berkomunikasi
dengan Pak Samsul kasi di Dinas Sosial, untuk bantuan bagi eks
psikotik. Sedangkan bagaimana kebijakan bantuan sosial bagi eks
psikotik itu dilaksanakan, saya tidak mempunyai kewenangan
apapun. Setahu saya harus ada pengajuan usulan batuan sosial
berupa proposal, untuk itu dilakukan koordinasi dengan Kecamatan
dan Tenaga Kesehatan TKSK, selaku fasilitator kesejahteraan
sostal di Kecamatan.” (wawancara dengan Kepala Puskesmas
Tongas, Dr. RT, MM pada tanggal 11 Juli 2018).
Disampaikan bahwa menurut Kepala Puskesmas Tongas, upaya
teknis dalam penanganan bantuan sosial di lapangan didasarkan pada

rekomendasi dari lembaga diatasnya. Dengan kata lain bahwa kepala

puskesmas selaku personil yang bertindak dalam hal teknis pun berpendapat
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bahwa implementasi program membutuhkan sinkronisasi dari bawah ke
atas. Sinkronisasi tersebut tentunya melalui peran komunikasi secara linier
dan relevan antar stakeholder. Dukungan lain terhadap sinkronisasi
implementasi juga disampaikan dalam wawancara dengan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni sebagai berikut;

“Komunikasi pernah kita lakukan dengan Kepala Puskesmas

Tongas terkait usulan pemberian bantuan eks-psikotik. Selanjutnya

kami koordinasikan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tongas, untuk data eks psikotik

calon penerima bantuan, by name by address, bersama Kepala

Desa dan TKSK, serta verifikasi proposal, agar data eks psikotik

dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.”. (wawancara dengan

SH, S.Sos selaku PPTK pemberian bantuan eks psikotik pada Rabu

11 Juli 2018)

Tampak bahwa dari wawancara tersebut, pelaksanaan dari
perspektif TKSK juga menitikberatkan pada sinkronisasi mulai dari data
hingga desain pelaksanaan bantuan. TKSK juga menyatakan bahwa
sosialisasi bantuan terhadap penerima bantuan mampu mengoptimalkan
pelaksanaan program bantuan sosial dan lebih tepat sasaran. Upaya
sosialisasi tersebut dilakukan secara terpusat agar lebih efektif dan efisien
yakni di Pendopo Kecamatan Tongas.

Tujuan sosialisasi agar eks-psikotik mampu memahami persyaratan
penerima bantuan sosial, proses penyaluran, hingga pertanggungjawaban
bantuan sosial. Di sisi lain, komunikasi pada kebijakan pemberian
bantuan sosial bagi eks-psikotik dianggap sebagai faktor yang penting

dalam proses pendataan, penyusunan, dan verifikasi proposal pengajuan
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bantuan sosial bagi eks-psikotik. Hal ini dibuktikan melaui hasil

wawancara berikut;

“Alhamduliliah bu.. komunikasi dan koordinasi yang sudah baik

dengan Dinas Sosial dan kecamatan, sangat membantu saya

menyusun proposal pengajuan bantuan sosial eks psikotik. Apalagi
adanya  sosialisasi, = masyarakat jadi paham persyaratan
penerima bantuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai

usulan dalam proposal.”. (wawancara dengan M.IS pada Rabu 18

Juli 2018)

Disampaikan oleh narasumber yang sekaligus merupakan sasaran
kebijakan program bantuan sosial, adanya sosialisasi yang merupakan
bentuk komunikasi memiliki dampak positif khususnya dalam pemahaman
mendapatkan bantuan sosial. Implikasi dari adanya hal ini, maka sasaran
dari kebijakan program mampu melaksanakan upaya “jemput bola” atau
dengan kata lain lebih efisien dan menguntungkan bagi penyelenggara
bantuan sosial.

Persektif komunikasi lainnya juga ada dari salah satu target sasaran
program bantuan sosial. Namun sayangnya, terdapat hambatan atau
kesulitan berupa tidak adanya keterangan apapun dari narasumber yang
diharapkan. Sebab target sasaran program bantuan sosial berada pada
kondisi yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain.
Hingga pada akhirnya peneliti harus mencari sumber informasi mengenai
sasaran tersebut melalui kerabat dekat dari sasaran penerima bantuan

sosial. Peneliti pun pada akhirnya mendapatkan informasi seputar sasaran

program melalui hasil wawancara dengan kerabat narasumber yang
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diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan kerabat narasumber
berkenaan dengan sosialisasi program bantuan sosial;

“saya tidak ngerti apa itu komunikasi, so0s..s0s apa tadi itu

bu...cuman saya sama Munib memang pernah datang ke Kantor

Kecamatan disuruh Pak Kades, diberitahu mau dikasih kambing

sama pemerintah, dikasih bu Tantri (Bupati Probolinggo).”

(wawancara dengan sdriMN yang merupakan kerabat dari

sdr.MB pada 19 Juli 2018).

Pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti lebih
banyak memperoleh informasi seputar sosialisasi kebijakan pemberian
bantuan sosial yang digelar di Pendopo Kecamatan Tahun 2017 lalu. MN
mengaku tidak memahami maksud komunikasi dalam kebijakan
pemberian batuan sosial eks psikotik, juga sosialisasi yang dihadirinya
bersama MB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui
bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks
psikotik Kecamatan Tongas, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah
melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemberian bantuan eks
psikotik dan rapat koordinasi dalam rangka validasi data penerima. Rapat
koordinasi dan sosialisasi dilakukan Dinas Sosial selain untuk
membuktikan bahwa Dinas Sosial telah melakukan proses
implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, hal
ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping
itu, perbaikan pola komunikasi juga merujuk pada tercapainya tujuan
sinkronisasi antara harapan awal dari program oleh Dinas Sosial terhadap

pencapaian tujuan program melalui pola komunikasi.
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Dalam konteks berjalannya pola komunikasi, terdapat temuan berupa
beberapa aspek penting yang menjadi hambatan pola komunikasi.
Hambatan ini kemudian berimplikasi pada belum optimalnya
sinkronisasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dan Puskesmas Tongas.
Dinas Sosial selaku penyelenggara kebijakan, belum sepenuhnya mampu
linier dengan Puskermas Kecamatan Tongas yang merupakan pelaksana
teknis program bantuan. Hambatan ini kemudian menimbulkan
miscommunication dalam penentuan eks-psikotik penerima bantuan.
Hal ini terlihat dari perbedaan penyataan Kabid Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial, SK, MM yang menjelaskan bahwa penentuan
penerima bantuan sosial, didukung dengan surat keterangan yang
menyatakan bahwa Eks psikotik sudah sembuh dan memenuhi kriteria
penerima bantuan.

Sementara Kepala Puskesmas Tongas, Dr. Ria Tjahyandani, MM
memberikan menjelaskan yang berbeda, bahwa keterlibatan Puskesmas
Tongas beserta jajarannya, hanya sebatas proses penyembuhan psikotik.
Sedangkan bagaimana kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks
psikotik itu dilaksanakan, Dr. RT menegaskan tidak mempunyai
kewenangan apapun.

Selain itu eks psikotik yang ditemui peneliti, ternyata tidak bisa
diajak komunikasi dan tidak mampu beraktifitas seperti orang normal
pada umumnya. Sehingga waktu berkomunikasi dengan peneliti, harus

diwakilkan oleh kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan pemberian
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bantuan eks psikotik tidak tepat sasaran, karena tidak sesuai dengan SK
Bupati Probolinggo Nomor : 461/672/426.32/2017, yang menyebutkan
bahwa Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan
Sosial adalah eks psikotik. Artinya psikotik yang sudah sembuh dan

memenuhi kriteria penerima bantuan.

1V.B.2. Sumber Daya

Sumber daya atau risorsis menjadi faktor penting dalam proses
berjalannya implementasi kebijakan. Sumber daya berperan sebagai modal
dalam efektivitas implementasi kebijakan publik. Program yang
dilangsungkan harus memiliki modal dalam bentuk sumber daya yang
dioptimalkan oleh para stakeholder. Walaupun kebijakan sudah
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator
kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu produk kebijakan,
implementasi tidak akan berjalan secara optimal sehingga berpotensi
menjadikan kendala bagi pencapaian tujuan program. Sumber daya tersebut
meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya
peralatan,

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam mendukung
kebijakan implementasi pemberian bantuan bagi eks psikotik, sebagaimana
disampaik.an Kepala Dinas Sosial yang diwakilkan kepada Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Beliau menjelaskan sebagai berikut ;

“.sumber daya ini menurut saya penting ya mb.. Sebagai
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap
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kebijakan pemberian bantuan sosial, Dinas Sosial harus didukung
staf profesional dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Ada
sih.. Kasi atau staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak
berpengaruh besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan
dalam APBD 2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial eks psikotik.”. (wawancara
dengan SK, S.E, MM pada tanggal 10 Juli 2018).

Dari wawancara diatas, maka peneliti melihat bahwa faktor penting
berkenaan dengan sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan
anggaran. Narasumber jilga menegaskan, anggaran Dinas Sosial saat ini,
khususnya untuk bantuan bagi eks psikotik, yang telah ditetapkan
dalam APBD 2017, terdiri dari anggaran bantuan sosial dan anggaran uatuk
operasional pelaksanaan kegiatan meliputi honorarium tim/panitia. Serta
anggaran operasional yakni belanja habis pakai, belanja makanan dan
minuman untuk sosialisasi dan rapat koordinasi.

Senada dengan narasumber sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial mengungkapkan kepada peneliti bahwa sumber daya
dalam bentuk anggaran dan piranti menjadi aspek pendukung dalam
pengelolaan dan memperdayakan faktor-faktor lainnya.

“..sumber daya di Dinas Sosial, Alhamdulillah cukup berkualitas
bu.. Teman-teman sudah punya kemampuan melaksanakan
kebijakan batuan sosial ini. Karena program ini memang sudah ada
setiap tahun bu.. Apalagi, kebijakan batuan sosial ini, didukung
anggaran yang cukup, untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan.
Ditambah lengkapnya peralatan seperti komputer PC, laptop, LCD,

printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos, schingga
berjalan efektif dan efisien...” (wawancara dengan SH, S.Sos, ).
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Bagi pelaksana, sumber daya menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kelancaran dalam mendukung aktifitas penyaluran
program bantuan sosial. Anggaran dan piranti pendukung sangat
dibutuhkan dalam proses sosialisasi program supaya lebih tepat sasaran.
Sementara itu, TKSK Kecamatan Tongas, M. Imam Sayroji, selaku
pendamping program kesejahteraan sosial, menegaskan ;

“Sumber daya itu.orang-orang yang berperan terhadap

keberhasilan kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena

itu, kalau di wilayah kecamatan hanya satu orang TKSK, saya kira
tidak efektif ya bu..terutama untuk kevalidan data eks psikotik
yang benar-benar sudah sembuh dan layak menerima bantuan.

Kalau anggaran dan peralatan..yang saya tahu sudah tercover di

Dinsos.”

Petikan diatas menunjukkan bahwa sangat diperlukan sumber daya
manusia (SDM) yang cukup dan mampu di bidangnya, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas. Wawancara diatas juga menyiratkan kecukupan
atau adekuasi dari SDM diperlukan guna mencegah adanya beban kerja
berlebih dalam implementasi kebijakan.

Bagi masyarakat penerima bantuan, penelii melihat bahwa
keberadaan sumber daya merupakan faktor penunjang yang berdampak
signifikan. Sumber daya menjadi bukti adanya eksistensi nyata
penyelenggara kebijakan selama melaksanakan penyaluran program
bantuan sosial. Eksistensi tersebut berlaku dari 2 (dua) perspektif, yakni
perspektif penyelenggara kebijakan sekaligus penyedia sumber daya; dan

perspektif penerima dampak kebijakan sekaligus penerima manfaat
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kebijakan atau program. Dalam kasus ini, adanya alokasi sumber daya
yang berdampak positif disampaikan dalam wawancara berikut;

“..maaf saya ndak ngerti bu..saya tahunya dapat bantuan

kompresor dari pemerintah. Berarti bupati peduli pada kami. Itu

saja saya sudah terimakasih, bu...” (wawancara dengan kerabat

DH (penerima bantuan sosial) pada Kamis 26 Juli 2018)

Petikan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari perspektif
penerima bantuan, tidak ada pemahaman mengenai sumber daya apa yang
menjadi pendukung diimplementasikannya sebuah program. Namun
peneliti melihat beberapa hal. Pertama, modal berupa anggaran dan
peralatan yang ditujukan pada penerima bantuan menjadi bukti nyata
mengenai kepedulian pemerintah selaku penyelenggara kebijakan. Kedua,
adanya sumber daya manusia atau SDM dari intemal pemerintah yang
mampu mengalokasikan secara optimal, menjadikan pencapaian tujuan
dalam kebijjakan program bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Kedua aspek sumber daya tidak dapat dipisahkan. Masing-masing
memiliki peran dalam mempercepat pencapaian tujuan keberhasilan
program yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan tahapan
kegiatan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, Dinas Sosial
didukung sumber daya yakni personil yang profesional, berkualitas dan
bertanggung jawab terhadap tugasnya. Beberapa personil yang kurang
bertanggungjawab, tidak mempengaruhi kinerja, karena jumlah personil
yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab, mampu memberi

dukungan maksimal dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial.
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Ditambah dengan kecukupan anggaran bantuan sosial dan anggaran
operasional, yang telah ditetapkan dalam APBD 2017, mampu
memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan kebijakan
pemberian bantuan sosial eks psikotik Kecamatan Tongas.

Disisi lain, TKSK Kecamatan Tongas, M.IS memberikan
pernyataan yang berbeda, tentang kurang efektifnya satu TKSK yang
diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan, terutama
untuk validitas data eks psikotik yang memenuhi kriteria penerima
bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum memaksimalkan
peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa.

Berdasarkan Permensos RI, Nomor 01 Tahun 2012, tentang
Pekerja Sosial Masyarakat, PSM yang notabene merupakan mitra
pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki
tugas menginisiasi penanganan masalah sosial; mendorong, menggerakkan,
dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraaan sosial, serta
sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut analisa peneliti, dengan
memaksimalkan peran PSM, maka validitas data eks psikotik dapat
dipertanggungjawabkan. Karena PSM merupakan pendamping terdekat di
wilayah desa, yang mengetahui dengan pasti, psikotik yang benar-benar

sudah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan.
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IV.B.3. Disposisi

Disposisi dalam program bantuan sosial merupakan motivasi dan
kemauan yang kuat para pelaksana (implementors) dalam menentukan
keberhasilan kebijakan pemberian batuan sosial eks psikotik. Disposisi juga
diartikan sebagai keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan tujuan
kebijakan, seperti disampaikan Kepala Bidang Pelayanan ;

“Alhamdulillah kemauan dan motivasi PPTK dan staf di Dinas
Sosial cukup tinggi mbak..semua aktif melaksanakan kebijakan
batuan sosial ini. Mulai dari TKSK, yang memfasilitasi proposal
mengajuan batuan sosial ke bupati, verifikasi proposal dan calon
penerima batuan sosial, hingga pelaksanaan realisasi bantuan,
semua mendukung. Untuk memperkuat kebersamaan dan
mempertahankan semangat serta motivasi pelaksana, kami rutin
melakukan rapat internal, sebagai sarana diskusi, evaluasi kinerja
dan capaian target implementasi kebijakan pemberian bantuan
sosial eks psikotik, yakni tepat sasaran.”

Pelaksanaan disposisi sebagaimana disampaikan di atas menjadi
salah satu bukti bahwa program bantuan sosial didukung oleh para
stakeholder penyelenggara program. Dukungan tersebut dilakukan di
setiap tahapan aktifitas pelaksanaan kegiatan. Komitmen dalam
implementasi kebijakan batuan sosial eks psikotik ini disampaikan juga
oleh PPTK, yang meyakini bahwa tahapan dalam pelaksanaan pemberian
bantuan bagi eks psikotik ini sangat tergantung pada komitmen dan
tanggungjawab semua personil dalam melaksanakan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016. Hal ini
disampaikan dalam petikan wawancara di bawah ini;

“Saya salut, motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama
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teman-teman sangat tinggi, agar program bantuan sosial ini
berhasil. Ya..adalah.. staf yang bekerjanya setengah-setengah, tapi
tidak kami diamkan, kami support terus. Diantaranya
mengagendakan rapat staf, untuk memotivasi peningkatan Kinerja,
sekaligus sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf dalam
menuntaskan tanggungjawabnya.” ( wawancara dengan SH, S.Sos

pada tanggal 11 Juli 2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak semua pelaksana
secara individual melakukan aktifitas secara sungguh-sungguh. Namun
yang menjadi nilai tambah adalah kerjasama tim dan pemahaman bahwa
implementasi kebijakan merupakan tugas bersama. Pendapat lain yang
relevan juga diungkapkan oleh TKSK Kecamatan Tongas menyampaikan
disposisi yang merupakan motivasi atau kemauan dalam implementasi
kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, menjadi faktor
kunci, berhasil tidaknya suatu program.

“Keinginan untuk membantu itu, memang yang paling penting

bu...permasalahan di lapangan pasti ada, yang kadang menurunkan

semangat. Misalnya banyak eks psikotik yang belum punya KTP,
ini juga menghambat dan ribet. Untungnya saya selalu konsultasi
sama Pak Samsul, dan beliau memberikan solusi, untuk
membuatkan KTP sementara dan kepada desanya juga enak diajak
kerjasama untuk ngurusi KTP warganya yang eks psikotik.”

(wawancara dengan M.IS)

Berbeda dengan penyampaian TKSK, MY, salah satu eks psikotik
Desa Sumberrejo, tidak mengatakan apapun, ketika peneliti berkunjung ke
rumahnya dan menanyakan tentang disposisi atau keinginan dalam
kebijakan pemberian bantuan sosial, Senin, 13 Agustus 2018. MY yang
menerima bantuan 1 unit mesin tepung dart Dinas Sosial, hanya berjongkok
dan penutup wajah dengan lututnya. Namun, SN, kakak kandungnya MY

memberikan keterangan cukup menarik tentang keinginan menurut
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pemahamannya sendiri.

“Kalau keinginan kami waktu itu sebenarmya mesin jahit bu...tapi

karena dikasih kambing, ya diterima saja. Yang penting bisa untuk

kegiatan keluarga kami. Kalau Misnaya ga bisa bu...kalau disuruh
ngrawat kambing. Sehari-harinya dia ya begini ini..sering
ketakutan dan ngomongnya ndak nyambung.”

Komitmen, kemauan‘dan semangat personil Dinas Sosial dalam
pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik sangat
tinggi. Perilaku ini dibentuk melalui pembinaan staf yang dilakukan rutin
oleh Kepala Dinas Sosial melalui rapat staf. Rapat staf tersebut sebagai
wadah dalam meningkatkan motivasi kerja personil Dinas Sosial.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial pada Dinas Sosial tanggal 2 Agustus 2018, rapat staf juga
digunakan untuk mengevaluasi kebijakan implementast pemberian
bantuan bagi eks psikotik, yang telah dilaksanakan. Setiap personil yang
terlibat dalam kebijakan tersebut, telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan arahan dari pimpinan. Komitmen bersama yang sudah dibangun
mulai dari pengajuan proposal eks psikotik, sosialisasi dan verifikasi
proposal sampai penyaluran bantuan, mampu mendorong tuntasnya
pelaksanaan pemberian bantuan eks psikotik Kecamatan Tongas 2017 lalu.

Berdasarkan analisa peneliti, kemauan dan motivasi yang kuat para
pelaku kebijakan terhadap program Pemerintah Kabupaten Probolinggo,
mampu mendorong keberhasilan implementasi kebijakan

Dari penelitian diatas, perhatian dari Kepala Dinas Sosial melalui

rapat staf, yang diagendakan secara rutin untuk mencari masukan dan
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mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, mampu memmberikan motivasi dan

semangat kerja bagi personil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

IV.B4. Struktur Organisasi

Secara kelembagaan dan pengimplementasian kebijakan, struktur
organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Menurut Edward III aspek struktur organisasi ini melingkupi dua
hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah
mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart
operational procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator
dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari tujuan
dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur
birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks,
yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak
fleksibel.

Untuk mendapatkan informasi tentang struktur birokrasi dalam
implementasi pemberian bantuan bagi ¢ks psikotik, peneliti berkesempatan
mewawancarai kembali Kepala Bidang Pelayanan, SK, SE, MM. Beliau
menegaskan ;

“Struktur birokrasi..menurut saya karakteristik dalam menjalankan

kebijakan. Ini kaitannya dengan mekanisme/SOP dan struktur

birokrasi mb..Kalau mekanisme, tentunya sudah sesuai dengan

Perbup Nomor 29 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 tentang

pemberian bantuan sosial. Namun memang belum dibakukan dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP). Memang belum ada pedoman

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43733.pdf

77

khusus, utamanya untuk mejampirkan persyaratan surat keterangan

dari Puskesmas Tongas yang menyatakan bahwa psikotik sebagai

penerima bantuan sosial sudah sembuh dan memenuhi kriteria
penerima bantuan.”

Untuk menyikapi tidak adanya SOP pemberian bantuan bagi eks
psikotik tersebut, Kepala Dinas Sosial membuat kebijakan untuk mewakilkan
penerimaan bantuan kepada keluarga psikotik. Selain karena tergolong
masyarakat miskin, tujuannya membantu ekonomi keluarga yang telah
merawat ¢ks psikotik. Hal ini menurut SK, SE, MM, sesuai dengan tujuan
pemberian bantuan sosial dalam Perbup Nomor 29 Tahun 2016, yakni
mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, yang juga merupakan
kewenangan Dinas Sosial sebagai organisasi pelaksana.

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan
sosial bagi eks psikotik disampaikan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Disabilitas, SH, S.Sos, sebagai berikut :

“Kalau bisa diartikan, ya... kewenangan, menyangkut tanggung
jawab dinas sosial dalam meng-implementasikan kebijakan,
sekaligus menyusun pedoman pelaksaan kebijakan bantuan eks
psikotik. Untuk ini, kami belum ada SOP. Tapi mekanismenya
sudah ada Perbup Nomor 29 Thaun 2016.”

Secara terinci, SH menjelaskan mekanisme pemberian bantuan
sosial berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2016, mulai dari mengajukan
usulan atau proposal bantuan sosial kepada Bupati, Evaluasi proposal olch
SKPD, Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang sekaligus

memberikan  rekomendasi yang dijadikan dasar penyusunan Rencana
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Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan
penetapan anggaran bantuan sosial eks psikotik dalam APBD Tahun 2017.
Selanjutnya dilakukan penentuan penerima bantuan sosial, melalui SK
Penetapan Penerima Bantuan Sosial Eks Psikotik oleh Bupati Probolinggo,
Sosialisasi dan Rapat koordinasi, serta implementasi pemberian bantuan
sosial bagi eks psikotik.

Lain lagi dengan hasil wawancara dengan TKSK Kecamatan
Tongas M. IS, yang mengaku tidak memahami struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik.

“Mohon maaf bu..kalau struktur birokrasi, SOP, yang tidak
paham. Saya tugasnya hanya memfasilitasi proses menyusunan
proposal sampai bantuan itu diserahkan.”

Senada dengan penyataan TKSK, RH kerabat dari FR salah satu
¢ks psikotik di Desa Curah Dringu, menyampaikan kepada peneliti yang
berkunjung kerumahnya, Jum’at, 31 Agustus 2018.

“wah...saya ndak tahu apa itu bu.. (yang bersangkutan kesulitan
mengatakan  struktur  birokrasi). Tahunya saya disuruh
tandantangan, trus dikasih bantuan mesin selep tepung, katanya
Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak nglamun, ndak
kumat lagi...”

Kepada peneliti, RH mengatakan telah menerima bantuan mesin
selep tepung. Namun mesin tepung tidak terpakai, karena FR dilarang
memegang mesin, khawatir melukai tangannya. Sedangkan FR sendiri
tidak memberikan pemnyataan apapun, ketika peneliti mencoba

berkomunikasi, karena yang bersangkutan sulit diajak komunikasi dan
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sedikit ketakutan sambil memegang ‘tangan saudaranya, sambil sekali
waktu dia ngomong dan tertawa sendiri.

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam
pemberian bantuan sosial kepada eks psikotik, dilaksanakan Dinas Sosial
berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor
65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Tahapan dalam
pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sudah dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, namun masih berdasarkan pengalaman dan kebiasaan tahun
sebelumnya, belum dibakukan dﬁlam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan analisa peneliti, pemberian bantuan sosial bagi eks
psikotik Keggmatan Tongas tidak tepat sasaran, karena penerima bantuan
yakni psikotik belum sembuh, sehingga tidak memenuhi kl:iteria penerima
bantuan, yakni mampu memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Salah
satu penyebabnya adalah tidak adanya SOP.

Dalam birokrasi, SOP (Standard Operating Procedurs) merupakan sesuatu
yang harus dimiliki oleh organisasi publik. Karena SOP merupakan
pedoman bagi pejabat publik dalam mencapai target kebijakan, sekaligus
pedoman dalam membuat sejumiah keputusan umum sehari-hari, seperti
harus melampirkan surat keterangan sembuh dari dokter Puskesmas
Tongas dalam persyaratan pengajuan proposal bansos, dan kebijakan
Kepala Dinas Sosial untuk mewakilkan penerimaan bantuan sosial kepada

keluarga psikotik, dengan pertimbangan dari golongan masyarakat miskin.
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Tidak adanya SOP sebagai pedoman Kepala Dinas Sosial untuk membuat
kebijakan menurut peneliti, menjadi faktor kunci kebijaKan pemberian
bansos eks spikotik tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 29 tahun 2016, pasal 30
ayat 3 (f) tentang penerima bantuan sosial berupa barang, scharusnya
bantuan diberikan secara langsung kepada penerima bantuan .sosial yakni
eks psikotik. Selain itu, pemberian bansos ini juga tidak sesuai dengan
Pasal 31 ayat 3 (b) yang menyebutkan bahwa proposal permohonan
bantuan sosial berupa barang, sekurang-kurangnya memuat tanda tangan
dan nama len'gkap calon penerima bantuan sosial. Sementara proposal
pengajuan bansos eks psikotik yang seharusnya ditandatangani langsung
oleh calon penerima bantuan sosial ternyata tidak dilengkapi oleh
tandatangan calon penerima bantuan sosial, melainkan ditandatangani oleh

keluarga psikotik.

IV.C. Refleksi Teoretis dan Perbandingan Kajian Terdahulu

Hasil kajian seputar implementasi program bantuan sosial bagi eks
psikotik menunjukkan bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan sesuai dengan
amanat peraturan perundangan, namun pada dasarnya masih terjadi hambatan dan
celah negatif di dalamnya.

Selama pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik di
Kecamatan Tongas, peneliti telah melakukan kajian analisis berkenaan dengan

bagaimana pelaksanaan program tersebut. Hasilnya masih banyak ditemukan
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celah yang menunjukkan indikasi bahwa implementasi kebijakan tidak tepat
sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengkaji 4 aspek
implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Edward HI (1980) yakni
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing aspek
menunjukkan kecenderungan adanya kelemahan baik dari sistem pelaksanaan
maupun pelaksana dan penyelenggara sendiri. Guna menjadikan program agar
lebih baik dan optimal, maka harus dilakukan perbaikan pelaksanaan selama
distribusi dan seleksi dari masing-masing aspek.

Penelitian ini sendiri menunjukkan adanya hasil yang relevan atau
mengafirmasi teori yang diusung oleh Edward I (1980) bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan terjadi jika 4 aspek yang dikaji oleh peneliti menunjukkan
adanya hasil temuan yang positif. Sebaliknya bahwa kebijakan dinyatakan gagal
atau belum optimal jika dalam 4 aspek yang diungkapkan Edward III (1980)
masih menunjukkan adanya kendala permasalahan di dalamnya.

Edward III dalam Widodo (2010) telah menyampaikan bahwa
komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi dari komunikator pada
komunikan. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 komponen sebagai prasyarat
terjadinya komunikasi yakni: komponen pertama, komunikator (pemberi
informasi) yakni penyelenggara dan pelaksana program pemberian bantuan sosial
itu sendiri; komponen kedua, komunikan (penerima informasi) yakni sasaran
kebijakan (penenma bantuan sosial), dan; komponen ketiga, informasi atau materi
yang diberikan berkenaan dengan program bantuan sosial bagi masyarakat eks

psikotik. Untuk menjadikan adanya komunikasi yang efektif dan berhasil dalam
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penyaluran bantuan sosial, maka kesiapan dari 3 prasyarat tersebut harus
diperhatikan seksama. Urgensinya adalah agar akurasi dari tujuan program
kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik mampu terlaksana dengan
baik.

Dalam konteks implementasi program kebijakan, pemberi informasi
memiliki informasi dan memahami sejauh mana komunikan mampu memahami
informasi. Artinya bahwa dalam hal ini harus ada kesiapan baik berbentuk apa
yang hendak disampaikan dan pemahaman seputar bagaimana kondisi penerima
sesuatu yang disampaikan. Penyelenggara dan pelaksana program kebijakan
bantuan sosial harus memberikan informasi yang mampu dipahami serta berupaya
memahami bagaimana konteks sasaran program tersebut, semata-mata agar
informasi mengenai program kebijakan dapat tersalurkan dengan baik. Terlebih
bagi masyarakat eks psikotik, urgensi memahami informasi program kemudian
menjadikan informasi tersebut sangat berguna dalam mendapatkan bantuan sosial
yang hendak didistribusikan.

Berkaitan dengan konteks sebelumnya, maka aspek sumber daya menjadi
salah satu faktor yang harus diperhitungkan selama implementasi program
kebijakan. Disampaikan oleh Edwards III dalam Juliartha (2009:58) bahwa
sebagai tindak lanjut darl adanya komunikasi yang jelas dan konsisten, maka
implementor juga harus mempersiapkan sumber daya yang unggul dalam realisasi
program kebijakan. Sumber daya tersebut baik yang bersifat fisik maupun non

fisik seperti materi (barang/jasa) serta sumber daya manusia (SDM).
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Dalam kaitannya dengan program bantuan eks psikotik khususnya dalam
pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, aspek penyediaan sumber daya fisik
(materi) berupa barang dan jasa tidak menunjukkan permasalahan serius. Artinya
penyelenggara dan pelaksana telah menyiapkan sumber daya untuk dialokasikan.

Permasalahan berkenaan dengan sumber daya terjadi pada aspek SDM
yang bertugas dalam distribusi bantuan sosial. Selama pelaksanaan distribusi
program bantuan sosial, keluhan mengenai kurangnya SDM terjadi khususnya
dari pelaksana teknis program. Minimnya jumlah pelaksana teknis menjadikan
program banyak terkendala. Hal ini khususnya selama berjalannya program yang
ada, pelaksana teknis sendiri menyampaikan bahwa kondisi di lapangan
mengakibatkan adanya beban kerja yang berlebih dalam menangani pola distribusi
bantuan sosial dan penyaringan penerima bantuan yang tidak optimal. Berangkat
dari adanya kondisi tersebut, maka harus dilakukan penambahan SDM dan
peningkatan kapasitas SDM dengan 2 tujuan yakni: pertama, mengatasi beban
kerja yang berlebih, dan; kedua, agar meningkatkan kinerja program kinerja
dengan adanya SDM tambahan untuk dapat saling mengoptimalkan kinerja
penyaringan sasaran program ‘bantuan melalui tindakan saling mengawasi. dan
mengoreksi kinerja satu sama lain.

Penyelenggara dan pelaksana memiliki visi yang sama selama
menjalankan program bantuan sosial berupa mengembalikan derajat eks psikotik
di tengah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks psikotik.
Untuk itu diperlukan aspek disposisi yang oleh Edwards dalam Widodo

(2010:104) yang diterjemahkan sebagai satu bentuk kemauan, keinginan, dan
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kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara
sungguh-sungguh, agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam konteks
tersebut, keinginan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sangat berkenaan
dengan komitmen penyelenggara dan pelaksana teknis untuk bekerja bersama.
Kondisi ini sangat dibutuhkan terlebih pada saat realisasi program, penyelenggara
dan pelaksana seringkali kurang optimal ketika hanya bekerja secara individu.
Bertolak dari kesungguhan yang kurang optimal ketika bekerja secara individu,
maka harus diintensifkan pola ketja secara kolektif dengan tujuan agar muncul
komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan mencapai tujuan
utama dari pelaksanaan program.

Seperti yang disampaikan Edwards III dalam Widodo (2010) bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien membutuhkan
beberapa aspek yakni implementator harus mengetahui apa yang harus dilakukan,
memiliki kemampuan dan sanggup melaksanakan secara konsjsten. Lebih lanjut
lagi Edwards III dalam Agustinus (2006) juga menegaskan bahwa disposisi dalam
implementasi kebijakan yang paling utama adalah pelaksana dengan sikap dan
komitmen yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan program. Selama
penyelenggaraan program bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik, tampak
bahwa sikap dan komitmen kesungguhan pelaksana sangat rendah dalam
menentukan kriteria sehingga berdampak pada adanya indikasi sasaran kebijakan
yang tidak tepat. Penguatan sikap dan komitmen harus kembali ditekankan
utamanya mulai dari proses pengadaan tenaga pelaksana teknis hingga

pemantauan sistem kerja yang dilakukan guna mengatasi adanya kendala
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hambatan yang berarti. Upaya ini juga agar mampu menjadikan program yang
telah dirumuskan selaras dengan harapan yang direncanakan yakni berfokus pada
kesejahteraan masyarakat.

Edward III (1980) menyatakan bahwa struktur organisasi yang meliputi
mekanisme dan struktur birokrasi memiliki andil besar dalam terlaksananya tujuan
program kebijakan. Apa yang disampaikan oleh Edward III (1980) juga berlaku
dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Kecamatan Tongas. Aspek pertama
yakni berkenaan dengan mekanisme, lebih tepatnya pada mekanisme berkaitan
dengan penerima bantuan sosial. Selama pelaksanaan, kendala dari mekanisme
penerima bantuan yakni ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) sebagai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pelaksana di lapangan. Ketiadaan
SOP inilah yang kemudian membuka adanya celah diterimanya penerima bantuan
yang belum sesuai dengan kriteria dan menjadikan program cenderung “asal
jalan”.

Ketiadaan SOP memiliki implikasi yang cukup serius berkenaan dengan
distribusi bantuan sosial bagi eks psikotik. Hal ini menguatkan teori Edward III
(1980) bahwa struktur organisasi yang meliputi mekanisme dan struktur birokrasi
memiliki andil besar dalam teriaksananya tujuan program kebijakan. Dari hasil
observasi yang dilakukan, ketiadaan SOP menjadikan pelaksana teknis seringkali
ragu dalam mengambil keputusan layak tidaknya calaon penerima bantuan sosial
sesuai dengan kriteria yang ada. Di satu sisi, calon penerima bantuan disampaikan
telah sembuh padahal sebetulnya belum, namun karena ketiadaan SOP maka

peiaksana teknis membiarkan calon penerima bantuan memperoleh bantuan sosial.
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Secara mendasar, SOP ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan implementasi
cenderung kaku, tetapi lebih ke arah menjadikan pedoman teknis bagi pelaksana
program kebijakan.

Penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya temuan berupa
masing-masing aspek dalam implementasi memiliki kekurangan dan saling
berkaitan satu sama lain sehingga implementasi penyaluran bantuan sosial
terlaksana namun beum optimal. Dikaitkan dengan penelitian terdahulu, penelitian
ini secara khusus memiliki kesamaan metode dengan penelitian lainnya.
Kesamaan pertama yakni menganalisis implementasi yang berfokus pada bantuan
sosial bagi masyarakat. Persamaan kedua yakni metode yang digunakan untuk
mendalami satu kasus yakni meode kualitatif dengan berorientasi pada 1 kasus.

Kajian perbandingan yang telah dilakukan peneliti juga menemukan
adanya bcberapa perbedaan dalam kaitannya dengan hasil penelitian. Pada
dasarnya, program yang diteliti baik oleh peneliti saat ini maupun peneliti
terdahulu selalu terdapat celah kekurangan di dalamnya sehingga program tidak
berjalan secara optimal. Namun yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini
dibanding penelitian terdahulu adalah dalam konteks bantuan sosial,
masing-masing komponen memiliki ketergantungan satu sama lain atau saling
memberikan implikasi pada aspek lainnya.

Perbandingan pertama yakni dengan penelitian yang dilakukan Maryuni
(2014), penelitian ini memiliki kesamaan berupa adanya komitmen yang rendah
oleh pelaksana dan sosialisasi yang kurang optimal. Namun dalam penelitian ini

tidak ditemukan adanya permasalahan tumpang tindih dan adanya indikasi
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nepotisme. Penelitian ini merumuskan bahwa rendahnya komitmen pelaksana
mampu diatasi dengan adanya dukungan dan motivasi baik internal maupun
eksenal serta menciptakan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas tanggungjawab
bersama. Sementara untuk mengoptimalkan sosialisasi yakni dengan
meningkatkan kapasitas penyelenggara dan pelaksana teknis dalam menghasilkan
informasi yang jelas namun sederhana sehingga dapat dipahami oleh sasaran
kebijakan.

Perbandingan kedua yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh
Saparudin (2016) dengan kesamaan berupa topik yang diangkat yakni mengenai
bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yakni
terletak pada sasaran program kebijakan. Jika penelitian yang dilakukan
Saparudin (2016) menentukan masyarakat miskin sebagai sasaran, maka pada
topik penelitian ini menunjuk masyarakat eks psikotik sebagai sasaran utamanya.
Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Maryuni (2014), bahwa kajian
yang dilakukan oeh Saparudin (2016) menemukan bahwa bantuan sosial
disalahgunakan, terjadi tumpang tindih di dalamnyam, serta sosialisasi yang
belum optimal. Perbedaan utama dengan penelitian kali ini adalah penelitian yang
telah dilakukan menggunakan data terbaru sehingga memberikan validitas dan
reliabilitas justifikasi hasil penelitian yang lebih matang.

Perbandingan ketiga yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh Isman,
Mauled Molyono, dan Suparman (2016). Kesamaan penelitian yang dilakukan
peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Isman, Mauled Molyono, dan

Suparman (2016) adalah sama-sama mengkaji bantuan bagi masyarakat miskin
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dan melihat bagaimana skema Ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.
Perbedaan utamanya terletak pada metode untuk mengkaji masalah. Penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif studi kasus sebagai pisau analisis, sementara
penelitian terdahulu menggunakan metode survei. Hasilnya menunjukkan
kesamaan atau mengafirmasi penelitian terdahulu bahwa dalam penyaluran
bantuan seringkali terdapat penyimpangan karena adanya kriteria yang tidak
terpenuhi namun dibiarkan saja.

Perbandingan keempat yakni dengan penelitian yang dilakukan dengan
penelitian oleh Kholiq (2016). Perbedaan utamanya terletak pada pola untuk
mendapatkan temuan bahwa bantuan disalurkan tidak tepat sasaran. Jika dalam
penelitian terdahulu, sasaran kebijakan lebih aktif dalam mengajukan bantuan dan
melayangkan aduan ketika bantuan tidak diberikan sebagaimana mestinya, sasaran
program kebijakan dalam penelitian ini lebih pasif. Kondisi ini mengingat adanya
keterbatasan yang dimiliki oleh sasaran program kebijakan. Kesamaan dengan
penelitian terdahulu adalah dari segi SDM yang sama-sama belum optimal serta
pola administratif yang tidak tertib dalam pelaksanaannya.

Perbandingan terakhir yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rachman (2018). Secara umum bahwa penelitian yang telah dilakukan
menghasilkan rumusan berupa ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan.
Namup perbedaan utama terletak pada proses mengkaji akar penyebab tidak
tepatnya sasaran program kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman

(2016) lebih menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei,

¥,
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sementara penelitian ini menggunakan kajian kualitatif untuk memperdalam

analisis hasil.
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Tabel 4.5. Analisis Interaktif Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik _

NO|  rMPLEMENTASI | 1
Kekuatan;
1. | Komunikasi A. Komunikasi Pelaksanaan program
i. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : bantuan sosial telah
Komunikasi : sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak | dilakukan sinkronisasi
terkait. Agar ada pemahaman tentang syarat penerima kebijakan secara ideal dan
bantuan, mekanisme pemberian bantuan, pembagian melalui kominikasi antar
tugas masing-masing  pihak, termasuk tugas yang lembaga pelaksana.
dilakukan oleh Puskesmas Tongas dalam
menentukan penerima bantuan, dengan Kelemahan/Hambatan;
mengeluarkan  surat  keterangan bahwa  Eks psikotik Adanya miskomunikasi
sudah sembuh dan layak diberikan bantuan. antara penyelenggara
kebijakan dengan
2. Kepala Puskesmas Tongas pelaksana teknis di
Komunikasi : tugas Puskesmas Tongas beberapa saat tertentu yang
beserta jajarannya, hanya sebatas proses penyembuhan berdampak pada
psikotik. Untuk menjaga agar jiwa  psikotik ini | ketidaksinkronan antar
tetap stabil, berkomunikasi dengan Pak Samsul kasi di pelaksana.
Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan sosial bagi eks
psikotik, agar mereka ada kegiatan. Simpulan dan
Puskesmas pernah  melakukan koordinasi dengan | Tantangan;
Kecamatan dan Tenaga Kesehatan TKSK Kecamatan, selaku Belum optimalnya pola
fasilitator kesejahteraan sosial di Kecamatan terkait proposal komunikasi ada pada
batuan sosial eks psikotik. sasaran kebijakan program
bantuan sosial. Disamping
3. PPTK itu juga pada beberapa saat
Komunikasi: Sosialisasi dan koordinasi tertentu, terjadi
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NO|  IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN | ANALASA

dengan steakholder dan  eks psikotik. Tujuannya ketidaksinergian antara
agar eks psikotik mampu memahami penyelenggara kebijakan
persyaratan  penerima batuan sosial, dengan pelaksana teknis.
proses penyaluran, hingga Seharusnya, dalam
pertanggungjawaban bantuan sosial. konteks implementasi

kebijakan, seluruh
TKSK pelaksana atau

Komunikasi : komunikasi dan koordinasi yang sudah baik implementator mengetahui

dengan Dinas Sosial dan kecarnatan, membantu TKSK seluruh kondisi dan
menyusun proposal pengajuan batuan sosial eks psikotik. disampaikan melalui
Dengan sosialisasi, masyarakat paham persyaratan penerima | komunikasi yang intens
batuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai usulan selama berlangsungnya
dalam proposal. program. Hal ini untuk

mencegah timbulnya

. Penerima Batuan sosial yakni eks psikotik miskomunikasi.
Komunikasi : psikotik tidak bisa diajak komunikasi,

diwakilkan saudaranya, Mina yang tidak paham komunikasi.
Hanya ingat memang pernah datang ke Kantor Kecamatan
disuruh Pak Kades, diberitahu mau dikasih kambing sama
pemerintah.

Kekuatan;

2. | Sumber daya . Sumber Daya Kecukupan sumber daya
v' Personil . Kepala Bidang Pelayanan dan Rehablitasi Sosial Sumber daya: | dalam penyelenggaraan
v Anggaran faktor penting, dalam tugas dan fungsi memelaksanakan program bantuan sosial.
v’ Peralatan kebijakan pemberian bantuan sosial
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besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD
2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial eks psikotik.

2. PPTK

Sumberdaya : merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola
dan memperdayakan faktor-faktor lainnya. Personil Dinas Sosial
sudah punya kemampuan melaksanakan kebijakan batuan sosial,
karena program bansos ada setiap tahun.

Anggaran cukup, untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan.
Kelengkapan peralatan seperti komputer PC, laptop, LCD,
printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos,
sehingga berjalan efektif dan efisien.

. TKSK

Sumber daya : orang-orang yang berperan terhadap keberhasilan
kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena itu, kalau di
wilayah kecamatan hanya satu orang TKSK, tidak efektif untuk
validitas data eks psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan
layak menerima bantuan. Kalau anggaran dan peralatan, semua

NO|  [MPLEMENTASI ~HASIL PENELITIAN . ANALISA
Karena 1tu Dinas Sosial harus d1dukung staf profesmnal dan Kelemahanll-lambhthn;
bertanggungjawab terhadap tugasnya. Walaupun ada Kasi atau | Di beberapa kondisi,
staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak berpengaruh terdapat kelemahan pada

aspek sumber daya
manusia, khususnya dalam
aspek jumlah pelaksana.

Simpulan dan
Tantangan;

Belum optimalnya faktor
sumber daya yakni
terdapat pada kondisi
kurangnya SDM yang
merupakan implementator
program. Hal ini akan
berdampak serius juka
tidak ditangani. Disamping
itu, adanya kecukupan
sumber daya berupa
piranti pendukung dan
anggara akan sia-sia jika
faktor SDM ini tidak di
perhatikan secara serius.
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2,

Disposisi : Komitmen, kemauan dan semangat personil Dinas
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial
bagi eks psikotik sangat tinggi. Keberhasilan sebuah kebijakan
publik, bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku
kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemampuan
pelaku kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut, juga
ditentukan kemauan dan motivasi pelaku kebijakan publik untuk
mewujudkan tujuan kebijakan itu sendiri.

PPTK

Disposisi : motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama personil
Dinas Sosial sangat tinggi untuk mendukung berhasilnya
program bantuan sosial. Staf yang bekerjanya

NO| . HASHPENELITIAN  ANALISA

sudah tercover di Dinas Sosial.

4. Penerima Batuan sosial yakni eks psikotik
Sumberdaya : tidak mengerti. Hanya dapat bantuan kompresor
dari pemerintah. Berarti Bupati Probolinggo peduli pada
masyarakat miskin.

Kekuatan;
3. | Disposisi C. Disposisi Adanya komitmen kuat
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam pencapaian tujuan

organisasi melalui
keinginan bersama.

Kelemahan/Hambatan;

Di satu sisi, masih terdapat
adanya beberapa personil
pelaksana kegiatan yang

mengalami penurunan
motivasi dan  kinerja
organisasi.

Simpulan dan
Tantangan;

Belum optimalnya faktor

disposisi karena masih
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setengah--setengah, tapi tidak kami diamkan, dimotivasi melalui | terdapat penyelenggara
agenda rapat staf, guna memotivasi peningkatan kinerja, atau pelaksana yang
sekaligus sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf terkadang menurun _
dalam menuntaskan tanggungjawabnya. tlzgg:haﬂ dan kinerjanya di

pengimplementasian
3. TKSK program. Penyelenggara
Disposisi merupakan motivasi atau kemauan dalam implementasi kebijakan harus terus
kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, menjadi saling memantau dan
faktor kunci, berhasil tidaknya suatu program. meningkatkan sinrgitas
. ) . L pelaksana. Penyelenggara
4. Penerima Bantuan Sosial yakni Eks Psikotik juga haru meningkatkan
Disposisi : eks psikotik dari Desa Sumberrejo, tidak mengatakan pola kerjasama dan
apapun, ketika peneliti berkunjung ke rumahnya dan menanyakan | koordinatif para
tentang disposisi atau keinginan dalam kebijakan pemberian stakeholder.
bantuan sosial, Misnaya hanya berjongkok dan penutup wajahnya
dengan lututnya. Namun, Suherni, kakak kandungnya keinginan
sebenarnya mendapat mesin jahit, karena dikasih kambing,
diterima.
Kekuatan;
4. | Struktur Birukrasi D. Struktur Birokrasi Pelaksanaan program
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehablitasi Sosial bantuan sosial telah
Strutur birokrasi : karakteristik dalam menjalankan kebijakan. dilakukan sinkronisasi
Berkaitan dengan mekanisme / SOP dan struktur birokrasi. kebijakan secara ideal dan
Mekanisme bansos sudah sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun | melalui komunikasi antar
2016, khususnya Pasal 28 tentang pemberian bantuan sosial. lembaga pelaksana.
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NO

Namun mérﬁang'bel‘iﬁi'l dlba.kukandalamStandarOperasmnal
Prosedur (SOP). Sehingga pedoman pemberian bansos eks
psikotik adalah Perbup No. 29 Tahun 2016.

. PPTK

Struktur birokrasi : kewenangan, menyangkut tanggungjawab
Dinas sosial dalam meng-implementasikan kebijakan, sekaligus
menyusun pedoman pelaksaan kebijakan bantuan eks psikotik,
yakni SOP. Namun Dinas Sosial belum mempunyai SOP. Tapi
mekanismenya sudah ada Perbup Nomor 29 Tahun 2016.

. TKSK

Struktur birokrasi : tidak memahami struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. TKSK
tugasnya hanya memfasilitasi proses menyusunan proposal
sampai bantuan diserahkan,

. Penerima Bantuan Sosial yakni eks psikotik.

Struktur birokrasi : Rohaya, saudara Farid salah satu eks psikotik
di Desa Curah Dringu, mengaku tidak tahu struktur birokrasi.
Rohaya hanya ingat pernah datang ke Kecamaan Tongas, diminta
tandantangan dan mendapat bantuan mesin selep tepung.
"Katanya Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak nglamun,
ndak kumat lagi...”

Kelemahan/Hambatan;
Belum adanya SOP atau
standar produr teknis.

Simpulan dan
Tantangan;

Belum optimalnya faktor
sruktur birokrasi
disebabkan karena
memang pada dasarnya
birokrasi merupan chain of
command yang identik
dengan alur yang lama.
Namun meskipun begitu,
terdapat beberapa aspek
yang harus dibenahi
melalui restukturisasi
kelembagaan. Di samping
itu juga harus disusun
langkah percepatan dan
formulasi untuk
penyusunan SOP bagi
pelaksana.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

V.A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari implementasi program bantuan sosial
bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas, menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemberian bantuan telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundangan,
namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Hal ini merujuk pada
penelitian dan observasi yang dilakukan. Dimana peneliti mengkaji 4 aspek
implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Edward 111 (1980) yakni komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing aspek menunjukkan
kecenderungan adanya kelemahan baik dan sistem pelaksanaan maupun pelaksana
dan penyelenggara sendiri. Guna menjadikan program agar lebih baik dan optimal,
maka harus dilakukan perbaikan pelaksanaan selama distribusi dan seleksi dari
masing-masing aspek.

Penelitian ini sendiri menunjukkan adanya hasil yang relevan atau
mengafirmasi teori yang diusung oleh Edward III (1980) bahwa komunikasi
merupakan bentuk penyampaian informast dari komunikator pada komunikan.
Untuk itu maka sudah seharusnya penyelenggara dan pelaksana program
menyediakan informasi yang sederhana dan mudah dipahami selama melakukan
sosialisasi dan penyuluhan dalam mendapatkan bantuan sosial seperti persyaratan
dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk dapat menerima bantuan sosial dan

pemerintah.
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Berkaitan dengan konteks sebelumnya, maka aspek sumber daya
menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan seperti yang telah disampaikan
Edwards III dalam Juliartha (2009:58) bahwa implementor juga harus
mempersiapkan sumber daya yang unggul dalam realisasi program kebijakan.
Permasalahan berkenaan dengan sumber daya terjadi pada aspek SDM vyang
bertugas dalam distribusi bantuan sosial. Selama pelaksanaan distribusi program
bantuan sosial, keluhan mengenai kurangnya SDM terjadi khususnya dari
pelaksana teknis program, yang menyampaikan bahwa kondisi di lapangan
mengakibatkan adanya beban kerja yang berlebih dalam menangani pola distribusi
bantuan sosial dan penyaringan penerima bantuan yang tidak optimal.

Penyelenggara dan pelaksana memiliki visi yang sama selama
menjalankan program bantuan sosial yakni mengembalikan derajat eks psikotik di
tengah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks psikotik.
Untuk 1tu aspek disposisi oleh Edwards dalam Widodo (2010:104), yang
diterjemahkan sebagai satu bentuk kemauan, keinginan, dan kecenderungan para
pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, agar
tujuan kebijakan dapat diwujudkan, sangat relevan dengan implementasi program
bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik Kecamatan Tongas. Dalam
implementasi kebijakan tersebut, tampak sikap dan komitmen kesungguhan
pelaksana sangat rendah dalam menentukan kriteria penerima bantuan sehingga
berdampak pada adanya indikasi sasaran kebijakan yang tidak tepat.

Apa yang disampaikan oleh Edward 111 (1980) juga berlaku dalam

pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Kecamatan Tongas. Aspek pertama yakni
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berkenaan dengan mekanisme, lebih tepatnya yakni pada mekanisme berkaitan
dengan penerima bantuan sosial. Selama pelaksanaan, kendala dari mekanisme
penerima bantuan yakni ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) sebagai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pelaksana di lapangan. Ketiadaan
SOP inilah yang kemudian membuka adanya celah diterimanya penerima bantuan
yang belum sesuai dengan kriteria penerima bantuan dan menjadikan program

cenderung “asal jalan”.

V.B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara
akademis maupun praktis bagi unit analisis penelitian. Tujuannya adalah
menambah kajian-kajian serta mampu memberikan ouzput yang bermanfaat dalam
perbaikan program kebijakan mengingat kebijakan merupakan satu bentuk siklus
yang berkesinambungan. Dengan demikian, maka peneliti berupaya memberikan
saran berkenaan dengan hasil analisis penelitian yang menguatkan teori George
Edwars IIl, diantaranya sebagai berikut;

a. Bagi penyelenggara dan pelaksana program distribusi bantuan sosial eks
psikotik, peneliti menganjurkan untuk membuat pola dan sistem
komunikasi yang lebih baik, dalam aspek intensitas maupun simplifikasi
(penyederhanaan) pola komunikasi.

b. Bagi penyelenggara program distribusi bantuan sosial eks psikotik, adanya
permasalahan berupa tidak optimalnya peran yang dilakukan pelaksana

lapangan dalam aspek alokasi sumber daya, maka hendaknya dinas sosial
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selaku penyelenggara memaksimalkan peran PSM sebagai mitra
pemerintah untuk dapat meningkatkan validitas penerima bantuan sosial;

c. Bagi penyelenggara dan pelaksana program distribusi bantuan sosial eks
psikotik, pentingnya intensitas dan kolektivitas dalam penyelesaian tugas
tanggung jawab harus selalu dijadikan pola kerja secara simultan (terus-
menerus).

d. Bagi penyelenggara program distribusi bantuan sosial eks psikotik,
sebaiknya dilakukan perumusan standar operasional prosedur (SOP). Hal
ini berfungsi sebagai pedoman baik dalam petunjuk pelaksanaan maupun
petunjuk teknis (juklak dan juknis) bagi pelaksana dan organisasi
perangkat daerah (OPD) selama melaksanakan program distribusi bantuan

sosial eks psikotik;
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Lampiran 3 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
1. Indentitas Informan
a. Nama :ST
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Alamat : Perum Wirojayan Asri No. 52 Probolinggo
d. Usia : 53 Tahun
e. Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
f. Pendidikan Terakhir : 82

Pertanyaan

1. Bagaimana implementast pemberian bantuan sosial eks psikotik ?
Kebijakan pemberian bantﬁan sosial bagi eks psikotik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, tentunya
sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016

Pasal 28 Tentang Pemberian Bantuan Sosial.
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2. Bagaimana komunikasi Dinas Sosial dalam mendistribusikan informasi
program pada masyarakat dan stakeholder ?
Komunikasi menurut kami penting dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi
dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Agar ada pemahaman tentang
syarat penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan, pembagian tugas
masing-masing pihak, termasuk juga tugas Puskesmas Tongas dalam
menentukan penerima bantuan, dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa
Eks psikotik sudah sembuh dan layak diberikan bantuan.

3. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks
psikotik ?
Sumber daya ini menurut saya penting ya mb.. Sebagai perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial,
Dinas Sosial harus didukung staf profesional dan bertanggungjawab terhadap
tugasnya. Ada sih.. Kasi atau staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak
berpengaruh besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD
2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian

bantuan sosial eks psikotik.

4. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks
psikotik Kecamatan Tongas ?
Alhamdulillah kemauan dan motivasi PPTK dan staf di Dinas Sosial cukup tinggi
mbak..semua aktif melaksanakan kebijakan batuan sosial ini. Mulai dari TKSK,

untuk memfasilitasi proposal mengajuan batuan sosial ke bupati, verifikasi
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proposal dan calon penerima batuan sosial, hingga pelaksanaan realisasi
bantuan, semua mendukung. Untuk memperkuat kebersamaan dan
mempertahankan semangat serta motivasi pelaksana, kami rutin melakukan
rapat internal, sebagai sarana diskusi, evaluasi kinerja dan capaian target
implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik, yakni tepat
sasaran.

5. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan
bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?
Struktur birokrasi..menurut saya karakteristik dalam menjalankan kebijakan. Ini
kaitannya dengan mekanisme / SOP dan struktur birokrasi mb. Kalau
mekanisme, tentunya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2016,
khususnya Pasal 28 tentang pemberian bantuan sosial. Namun memang belum
dibakukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga pedoman kita
ya Perbup No. 29 tadi.belum ada pedoman khusus, utamanya untuk
melampirkan persyaratan berupa surat keterangan dari Puskesmas Tongas yang
menyatakan bahwa psikotik sebagai penerima bantuan sosial sudah sembuh dan
layak diberi bantuan.

6. Bagaimana kebijakan Dinas Sosial terkait pembertan bantuan yang tidak diterima
langsung oleh penerima bantuan ?
Untuk menyikapi tidak adanya SOP, Dinas Sosial mewakilkan penerimaan
bantuan kepada keluarga psikotik. Selain karena tergolong masyarakat miskin,

tujuannya membantu ekonomi keluarga yang telah merawat eks psikotik.
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Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial dalam Perbup Nomor 29
Tahun 2016, yakni mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, yang

Jjuga merupakan kewenangan Dinas Sosial sebagai organisasi pelaksana.

Probolinggo, 10 Juli 2018
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Lampiran 4 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017 .
2. Indentitas Informan
a. Nama :RT
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Alamat : J1. Sunan Kudus No. 25 Probolinggo
d. Usia : 49 Tahun
e. Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala Puskemas Tongas
f. Pendidikan Terakhir : 81
Pertanyaan

1. Bagaimana peran Puskesmas Tongas dan komunikasi dalam penentuan
pemberian bantuan sosial eks psikotik ?
Tugas Puskesmas Tongas sebatas proses penyembuhan psikotik. Untuk menjaga
agar jiwa psikotik stabil, kami berkomunikasi dengan Pak Samsul kasi di Dinas
Sosial, untuk memberikan bantuan sosial bagi eks psikotik, agar mereka ada
kegiatan. Bagaimana kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik itu
dilaksanakan, saya tidak mempunyai kewenangan apapun. Setahu saya harus
ada pengajuan usulan batuan sosial berupa proposal, untuk itu saya
berkoordinasi dengan Kecamatan dan Tenaga Kesehatan TKSK Kecamatan,

selaku fasilitator kesejahteraan sosial di Kecamatan.

Probolinggo, 11 Juli 2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka RT



43733.pdf

Lampiran 5. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
3. Indentitas Informan
a. Nama : SH
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. Alamat : JI. Sunan Kudus No. 25 Probolinggo
d. Usia : 45 Tahun
e. Pekerjaan : PNS / Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

f. Pendidikan Terakhir - S1

Pertanyaan

1. Bagaimana komunikasi dan sikronisasi dalam implementasi pemberian bantuan
sosial eks psikotik ?
Komunikasi pernah kita lakukan dengan Kepala Puskesmas Tongas terkait
usulan pemberian bantuan bagi eks-psikotik. Selanjutnya kami koordinasikan
dengan Tenaga Kesejahetraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tongas,
untuk data eks psikotik calon penerima bantuan. Koordinasi dan sinkronisasi
data dengan metode by name by address, bersama Kepala Desa dan TKSK,
untuk verifikasi proposal, bertujuan agar data eks psikotik dapat

dipertanggungjawabkan kevalidannya.
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2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks
psikotik ?
Sumber daya di Dinas Sosial, Alhamdulillah cukup berkualitas bu.. Teman-
teman sudah punya kemampuan melaksanakan kebijakan batuan sosial ini.
Karena program ini memang sudah ada setiap tahun bu.. Apalagi, kebijakan
batuan sosial ini, didukung anggaran yang cukup, untuk melaksanakan semua
tahapan kegiatan. Ditambah lengkapnya peralatan seperti komputer PC, laptap,
LCD, printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos, sehingga
berjalan efektif dan efisienbantuan.

3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks
psikotik Kecarnatan Tongas ?
Saya salut, motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama teman-teman sangat tinggi,
agar program bantuan sosial ini berhasil. Ya..adalah.. staf yang bekerjanya
setengah-setengah, tapi tidak kami diamkan, kami support terus. Diantaranya
mengagendakan rapat staf, untuk memotivasi peningkatan kinerja, sekaligus
sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf dalam menuntaskan

tanggungjawabnya.
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4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan
bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?
Kalau bisa diartikan, ya...kewenangan, menyangkut tanggungiawab Dinas sosial
meng-implementasikan kebijakan, sekaligus menyusun pedoman pelaksaan
kebijakan bantuan eks psikotik Untuk ini, kami belum ada SOP. Tapi

mekanismenya sudah ada Perbup Nomor 29 Tahun 2016.

Probolinggo, 11 Juli 2018
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Lampiran § . Pedoman wawancara
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
4. Indentitas Informan
a. Nama : M.IS
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. Alamat : J1. Raya Tongas, Desa Tongas Kulon, Tongas
d. Usia : 35 Tahun
e. Pekerjaan : TKSK Kecamatan Tongas
f. Pendidikan Terakhir : SMA
Pertanyaan

1. Bagaimana komunikasi dan sikronisasi dalam implementasi pemberian bantuan
sosial eks psikotik ?
Alhamadulillah bu.. komunikasi dan koordinasi yang sudah baik dengan Dinas
Sosial dan kecamatan, sangat membantu saya menyusun proposal pengajuan
bantuan sosial eks psikotik. Apalagi adanya sosialisasi, masyarakat jadi paham
persyaratan penerima bantuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai

usulan dalam proposal.

2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks
psikotik ?

Sumber daya itu..orang-orang yang berperan terhadap keberhasilan kebijakan
bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena itu, kalau di wilayah kecamatan hanya
satu orang TKSK, saya kira tidak efektif ya bu...terutama untuk kevalidan data
eks psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan layak menerima bantuan.

Kalau anggaran dan peralatan..yang saya tahu sudah tercover di Dinsos.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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3. Bagaimana disposisi / kemauan dalam implementasi kebijakan pemberian
bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?
Keinginan untuk membantu itu, memang yang paling penting bu... permasalahan
di lapangan pasti ada, yang kadang menurunkan semangat. Misalnya banyak eks
psikotik yang belum punya KTP, ini juga menghambat dan ribet. Untungnya saya
selalu konsultasi sama Pak Samsul, dan beliau memberikan solusi, untuk
membuatkan KTP sementara dan kepada desanya juga enak diajak kerjasama
untuk ngurusi KTP warganya yang eks spikotik.

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan
bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?
Mohon maaf bu..kalau struktur birokrasi, SOP, yang tidak paham. Saya tugasnya
hanya memfasilitasi proses menyusunan proposal sampai bantuan itu

diserahkan.

Probolinggo, 18 Juli 2018

=
7
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Lampiran 6 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
5. Indentitas Informan
g. Nama : MB
h. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
i. Alamat : Dusun Polay, Desa Sumendi, Kec. Tongas - Probolinggo
}. Usia : 40 Tahun
k. Pekerjaan : Tami

1. Pendidikan Terakhir :SD

Pertanyaan

- Bagaimana komunikasi atau sosialiasi dalam implementasi pemberian bantuan
sosial yang diterima Tahun 2017 ?
Saya tidak ngerti apa itu komunikasi, sos..sos apa tadi itu bu...cuman saya sama
Munib memang pernah datang ke Kantor Kecamatan disuruh Pak Kades,
diberitahu mau dikasih kambing sama pemerintah, dikasih bu Tantri (Bupati

Probolinggo).

Probolinggo, 19 Juli 2018
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Lampiran 7. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017

6. Indentitas Informan
a. Nama : DH/ MY
b. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
c. Alamat : Dusun Tabata, Desa Sumendi, Kec. Tongas - Probolinggo
d. Usia : 43 Tahun
e. Pekerjaan t-
f. Pendidikan Terakhir : 8D

Pertanyaan

- Bagaimana sumberdaya dalam implementasi pemberian bantuan sosial yang
diterima Tahun 2017 ?
maaf saya ndak ngerti bu.saya tahunya dapat bantuan kompresor dari
pemerintah. Berarti bupati peduli pada kami. Itu saja saya sudah terimakasih,

bu..

Probolinggo, 26 Juli 2018

=
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Lampiran 8 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
7. Indentitas Informan
a. Nama :MS/SH
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Alamat : Dsn Tabata, Desa Sumendi, Kec. Tongas— Probolinggo
d. Usia : 41 Tahun
e. Pekerjaan ;-
f. Pendidikan Terakhir :SD
Pertanyaan

- Bagaimana disposisi / kemauan dalam implementasi pemberian bantuan sosial
yang diterima Tahun 2017 ?
Kalau keinginan kami waktu itu sebenarnya mesin jahit bu...tapi karena dikasih
kambing, ya diterima saja. Yang penting bisa untuk kegiatan keluarga kami.
Kalau Misnaya ga bisa bu...kalau disuruh ngrawat kambing. Sehari-harinya dia

ya begini ini..sering ketakutan dan ngomongnya ndak nyambung

Probolinggo, 13 Agustus 2018
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Lampiran 8 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017
8. Indentitas Informan
a. Nama :FR/RH
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Alamat : Dsn Krajan Kidul, Desa Curah Dringu, Kec. Tongas —
Probolinggo
d. Usia : 36 Tahun
e. Pekerjaan :IRT

Pendidikan Terakhir :SD

Pertanyaan

- Bagaimana struktur birokrasi, dalam implementasi pemberian bantuan mesin
selep tepung yang diterima Tahun 2017 ?
wah...saya ndak tahu apa itu bu.. (yang bersangkutan kesulitan mengatakan
struktur birokrasi). Tahunya saya disuruh tandantangan, trus dikasih bantuan
mesin selep tepung, katanya Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak

nglamun, ndak kumat lagi..

Probolinggo, 30 Agustus 2018

&
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e PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIR
Ji. Ahmad Yani 23 — Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
Nomior ; §72//308/426.302/2017

Membaca : Suwrat dari ;. Universitas Terbuka { UPBJI-UT} Jember Tertanggal , 2 Oktober 2017 Nomor :
SEE8UNZL3LL/2017Perihul . Permuiionun Ljin Penelition
Mengingat : l. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknaiogi;
2, Teraturan Bupati Probelingge nomor 25 Tahun 2008 Tenatang Uratan Tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian.

Dengan iai menyatakan TIDAK KEBERATAN dllakukan Survey/Research oleh ;

el

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : ARY SULISTYOWATI

NIDN/NIP. T SUUeSUVYY

Pekerjaan/Instansi 1 PNS Kecamatan Tongas

Alamat : JI. Taman Cendana VT 0-3 Kel.Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota
Proboiinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch . Implemantasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks
Psikotik di Kec. Tongas.

Daeran s tempat diiakykan Survey / Research  :  Kantor Kecamatan ‘i'ongas Kab. Probolinggo

Lamanya Survey / Research :  Tanggal 30 Okt 2017 s/d 30 Des 2017.jin berlaku 3{ Tiga) Bulan

sejak surat dikeluarkan.
Pengikut peserta Survey / Kesearch : -
Dengan ketentuan sehagai berikur

i, Duiain jangka wakiu i x 24 jam seieiah (ba dilentpai yang dituju diwajibkan, meiaporkan kedatangannya kepuda
Pejabat setempat.

2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

Mienjuga tata tertib, Keatanan, kesopatuin dan hesusilaan, seria micuginndari portiyalaan baik dengan hisan maupun

tutisan / {ukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari

suatu golongan penduduk.

Tidak diperhenannaii menjalanhan hogiatan dijual heicniuai yaig iclal Gictaphan sebagainaiia tersebui diaias.

Setelah berakhimya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat

seternpat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey /Reserch.

. Daiam jangka waktu i { sat } buian seteiah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya
secara tertulis tentang petaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyaiakan tidak beriaku, apabiia temyaia bahwa pemegang surar keterangan
ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas,

hs

v g

Erobolinggo, 3o  Okivoer 2017

XESBANGPOL
OF INGGO

TEMBUSAN :
Yth. 1. ibu Bupati Probolinggo ( sebagai laporan }
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob:
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala { UPBJJ-UT) Jember
G adi 1 ui =r\\;|fn.i‘l'|ir\'n el rui'ly_,ﬁh,
6 . Yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

It A Yami Na23 Telp (8335) 433840 2
PROBOLINGGO

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG
Nomor : 460/ §9¢  /426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)

Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM

WNIP. 1 19590806 1986035 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Alamat : Jalan A. Yam No. 23 Telepon 0335 - 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU

Nama Penerima : DAHLAN
Nama Wah : muj[&ﬁ H%
Alamat - Dsn. Tabata RT 11 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas -

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya
discbut PEHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan
Pembinaan Sesial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kompresor sebanyak 1 Unit
dan PIHAK KEDUA menerima bantuan tersebut.

b. Selanjutnya agar PIHAK KEDUA memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan
Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA & PIHAK KESATU

,.. 07AEF49:}-606581 \‘ ug‘]‘__a_
o rhhrd % _ RETNO NG. DJUWITANY, SH, MM

2 A 4{/7 Pembina Uthma Muda
: NIP. 195508006 198603 2 007
MuyYASCARQ

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43733.pdf

As



43733.pdf

PFEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL .

JL A. Yzumi No23 Telp (0335) 433840
PROBOLINGGO

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG
Nomor : 460/ fzpy /426.103/2017

Pada hari ini  Rabu tanggal Tujuh buian Juni Tahun Dya Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)
Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM

NIP. : 19590806 198605 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Alamat : Jalan A. Yam No. 23 Telepon 0335 — 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

Nama Pepenima : FARID
Nama Wali : QAH‘D .............
Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya
disebut PPHAK KEDUA.

a. PIHAK KESATU menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan
Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Selep Tepung sebanyak 1 Unit
dan PTHAK KEDUA menerima bantuan tersebut.

b. Sclanjutnya agar PIHAK KEDUA memanfaatkan baniuan tersebut untuk mengembanpkan
Usaha Ekonomi Produktif.

Pemikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
AN k)
cAp I D 4 RETNO NG. DJUWITANA SH, MM

............................ Pembina Utama Muda
‘ NIP. 19590806 198603 2 007
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PAKTA INTEGRITAS
bertanda tangan di bawah ini:
Nama Penerima : FARID
Nama Wali : éA-'H\D ...............
Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 Desa Curah Dringu Kecamatan

Tongas

Bahwa sesya) Peraturan Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pembertan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belama

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang Pedoman 'Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan [Dacrah

{SKPKD) Kabupaten Fr‘robolinggo sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Bupati

Probolingge No. 52 Tahun 2013, dengan ini saya sebaga: pencrima Bantuan Sosial berupa:

Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik, menyatakan sebagai berkut :

1.

]

[oy]

6.

Bertanggunyg jawab mutiak terhadap bantuan yang saya terima sesuai ketentuan perundang -
undangan yang berlaku;

Akan bersungguh — sungguh memanfaaitkan dan menguicia bantuan tersebut dengan baik
dengan peruntukannya;

Tidak akan mengalihkan dan pengelolaan bantuan tersebut kepada pihak siapapun;

Apabila mengalihkan pengelolaan bantuan dima.ksu-d kepada pihak lain, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraniran yang berlaku tanpa melibatkan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

Dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpanan sehingga menimbulkan
kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas
Daerah serta bersedia meneruma sanksi sesuai dengan peraturan perundang ~ undangan yanp
beriaku;

Akan melaporkan secara tertulis/ berkala kepada pemben bantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan bermaterai cukup

dipergunaka sebagaimana mestinya.

Probolinggo, Juni 2017

Yang Menyatakan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

JL A Y¥ami Na.23 Telp (0335) 433840 |2
PROBOLINGGO

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/ 891{ /426.103/2017

Pada hari ini  Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)

Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - RETNO NG. DJUWITAN], SH, MM

NIP. : 19550806 198605 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 — 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

Nama Penerima : MUNIB
Nama Wali : V{u ....................
Alamat .2 Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan
Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kambing sebanyak 2 Ekor dan
PIHAK KEDUA menerima bantuan tersebut.

b. Selanjutnya agar PIHAK KEDUA memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan
Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebapaimana mestinya.

PIHAK KEDUA )g PIHAK KESATU

t 43‘ —
/ARETNO NG. DJUWITANI| SH, MM
Pembina Utaha Muda
NIP. 19590806 198603 2 007
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

JL A Yami No23 Telp (0335) 433840 2
PROBOLINGGO

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/ B3 1426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Jyni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)

Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM

NIP. : 19550806 198605 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 — 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolingpo dan selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

Nama Penerima : MUNIB

Nama Wali a4 at A tes A

Alamat . Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

a. PIHAK KESATU menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan
Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kambing sebanyak 2 Ekor dan
PIHAK KEDUA menerima bantuan tersebut.

b. Selanjutnya agar PIHAK KEDUA memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan
Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA g PIHAK KESATU

f
~ e —
/ARETNO NG. DJUWITANI| SH, MM
Pembina Utarfia Muda

NIP. 19550806 198603 2 007
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PAKTA INTEGRITAS
bertanda tangan di bawah ini:
Nama Penerima : MUNIB
Nama Wali : f{ﬂm&m
Alamat : Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Bahwa sesuai Peraturan Dalam WNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tzhun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Proboelingge No. 52 Tahun 2013, dengan ini saya sebagai penerima Bantuan Sosial berupa:
Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berntangpung jawab mutlak terbadap bantuan yang saya terima sesuai ketentean perundang —
undangan yang berlaly;

2.  Akan bersungguh - sungguh memanfaatkan dan mengelola bantuan tersebut dengan baik
dengan peruntukannya;

3. Tidak akan mengalihkan dan pengelolaan bantuan tersebut kepada pihak siapapun;

4. Apabila mengalihkan pengelolaan bantuan dimaksud kepada pihak lain, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa melibatkan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

5. Dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpanan sehingga menimbutkan
kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas
Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
berlaku;

6. Akan melaporkan secara tertulis/ berkala kepada pemberi bantuan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan bermateran cukup

dipergunaka sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8 Juni 2017

Yang Menyatakan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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LAPORAN PENGGUNA DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/ JASA

YANG DITERIMA OLEH r-!11"2'4J‘DWHT(MUNIB)
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor 1 460/ 59(,!/ 426.103 12017 Probolinggo, g Jum 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
Perihal : Laporan Pengguna bantuan BUPATI PROBOLINGGO
Di-
PROBOLINGGO

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati, Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial Sebanyak 2 Ekor Kambing dengan nilai Rp.
1.475.000 {Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Mengetahui: Hormat Kami,

Penerima Bantuan Sostal;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BUPATF PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 461/ {, 1>~ /1426.32/2017
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN JENIS BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL
EKS PSIKOTIK KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan penyandang penyakit sosial
bagi eks psikotik di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan
Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Kabupaten Probolinggo
Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; ‘

3. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

_.Pengelolaan Keuangan Daerah,;

S. Peraturan Menteri Dalayn Neger: Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapé kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
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6. Peraturan Ment-eri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana .telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

7. Peraturan Daerah  Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Probolinggo Nomeor 7 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun Anggaran 2017;

S. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjaﬁraban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29
Tahun 2016.

" "MEMUTUSKAN

Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan
Sosial Eks Psikotik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017
dengan  daftar  sebagaimana  tersebut dalam  lampiran

keputusan ini.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan
ini diberikan ~kepada masing-masing penerima bantuan

sesnal dengan ketentuan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
' Pada tanggal | Jont 2003
BUPATI PROBOLINGGO

VW\/\/\/W

TEMBUSAN : Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;

3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;

4. Kepala Badan Keuangan .Daerah

Kabupaten Probolinggo.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 461/(1) /426.32/2017

TANGGAL: ' Juni 2003

DAFTAR PENERIMA DAN JENIS BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL
EKS PSIKOTIK KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

. J
NO NAMA ‘ ALAMAT JUMLAH ENIS NILAL
BAKTUAN {Rp}
1 2 3 4 5 6

r@ ROBIATUL ADABIYAHY | Dsn. Tabata RT 9 RW 3 Desa Sumend#| 2 Ekor Kambing | 3.000.000
Kecamatan Tongas

@ SULIMAN: ~ Dsn. Pentongas RT 2! RW 4 Desa| 2 Ekor Kambing 3.000.000
) Wringinanom Kecamatan Tongas'
AHMAT ZAINI v Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 5| 2 Ekor Kambing 3.000.000
Desa Curahdringu Kecamatan Tongas
P4 NGATENI J Dsn. Krajan Tengah RT 11 RW 5| 2 Ekor Kembing 3.000.000
| Desa Curahdringu Kecamatan Tongas
ia fMISNAYA* Dsn.  Kecengan  RT 19 RW 9| 2Ekor Kambing | 3.000.000
: ) Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas
6 f TUMI ¢ Dsn. Kecengan RT 20 RW 10| 2 Ekor Kambing 3.000.000
: Desa Sumberrejo Kecatnatan Tohgas
[ J MARKI Dsn, Mendek Wewan RT 6 RW 3| 2Ekor Kambing 3.000.000
: Desa Sumberkramat Kecamatan Tongas
. 8 BAINA 7 Dsn. Janggelengan RT 6 RW 2| 2Ekor | Kambing | 3.000.000
Desa Sumendi Kecamatan Tongas. -
{9 FENYSYUAIBA Y Dsn. Sumendi Barat RT 14 RW 4| 2Eker | Kambing | 3.000.000
’ Desa Sumendi Kecamatan Tongas ~
10 UBaIDILLAH ’ Dsn. Sumendi Barat RT 14 RW 4| 2 Ekor Kambing 3.000.000
Desa Sumendi Kecamatan Tongas ~
11 . SALE d Dsn. Polay RT 3 RW 1 Dgsa Sumendi| 2 Ekor Kambing 3.000.000
E Kecamatan Tongas ' .
12 { MUNIB v Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi| 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Tongas , -
13 | TOHA v Dsn. Tabata RT 13 RW 3 Desa Sumendi 2 Ekor Kambing 3.000.000
g Kecamatan Tongas . B
14 | ALIMA Dsn. Tabata RT 13 RW 3 Desa Sumendi| 2 Ekor Kambing 3.000.000
y Kecamatan Tongas A -
15 | M.FAISOL AKBAR Dsn. Sumendi Barat RT 16 RW 4| 2 Ekor Kambing 3.000.000
Desa Sumendi Kecamatan Tongas
16 ; NASRIYAH v Dsn. Tabata RT 11 RW 3 Desa Sumendi| 2'Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Tongas ° _
17 | SUTARJI v Dsn, Polay RT 1 RW 1 Desa Sumendi | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Toﬁgas - ~
18 | USMAN ’ Dsn. Jaringan RT 8 RW 3 Desa Bayeman | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Tongas N
19 | ADIM A ) Dsn, Mendek Wetan RT 4 RW 3 Desa 2 Ekor Kambing 3.000.000
” Sumberkramat Kecamatan Tongas . '
20 | NISSIN ' RT 2 RW 1 .Desa Curahtulis Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Tongas :
21 | FATIMAH J RT .4 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
' Tongas -
22 | BUHANDI v RT 4 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Tongas
23 | WALUYO . RT 2 RW 1 Desa Curahtulis l{ecamatanf 2 Ekor Kambing 3.000.000
: Tongas j E
% 24 }AL] v RT 5 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan 2 Ekar " Kambing 3.000.000
i ; Tongas _ : !
i 25 i DEVISUSANTI I RT 8 RW 3 Desa Curahiulis Keceamaran | Z Exor ( Kambing 3.000.000
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1 2 3 4 5 6
26 | TOHA v RT 18 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas 2 Ekor Kambing 3.000.000
27 | SUPARMAN - RT 15 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas 2 Ekor Kambing 3.000.000
28 | TORIMAN T RT 4 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas 2 Ekor Kambing 3.000.000
29 | ALl v RT 18 Desa Curahtulrs Kecamatan Tongas 2 Ekor Kambing 3.000.000
30 | RASAT VY RT 17 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas | 2 Ekor | Kambing | 3.000.000
31 | MISNA . v RT 16 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas 2,Ekor Kambing 3.000.000
32 | SUDIK v RT 11 RW 4 Desa Curahtulis Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Tongas
@ NURHASAN ! RT 5 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan 2 Ekor Kambing 3.000.000
Tongas
34 | TOMO Dsn. Krajan 'RT 001 RW 001 Desa Menyono | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Kuripan *
35 | MULRASAT/ MULYADI | Dsn. Pering RT 005 RW 002 Desa Jatisari{ 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Kuripan -
36 | BUALIM Dsn. Krajan "RT 004 RW 001 Desa| 2 Ekor Kambing 3.000.000
Wonogoro Kecamatan Lumbang -
37 | SUWANTO Dsn. Waturiti RT 005 RW 002 Desaj 2 Ekor Kambing 3.000.000
Wonogoro Kecamatan Lumbang .
38 | MISNAMAH Dusun Waturiti RT 006 RW 002 Desa} 2 Ekor Kambing 3.000.000
Wonogoro Kecamatan Lumbang -
36 | SAMSIAR Dsn. Klompangan RT 006 RW 002 Desa | 2 Ekor Kambing 3.000.000
! Betektaman Kecamatan Gading
40 | AMAM Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa| 2Ekor | Kambing | 3.000.000
i Betektaman Kecamatan Gading
51 | MISBAHUL MUNIR Dsn. Krajan 2 RT 005 RW Q02 Desa] 2 Ekor Kambing 3.000.000
il Betektaman Kecamatan Gading
42 ' MUTRO Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa| 2 Ekor Kambing 3.000.000
: { Betektrman Kecamatan Gading -
43 | SURYAD! ‘;Dsn. Krajan 2 RT 005 RW 002 Desa| 2 Ekor Kambing 3.000.000
! Betektaman Kecamatan Gading *
44 | NURUL HUDA Dsn. Pasar-RT 4 RW 2 Desa Banyuanyar | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Lor Kecamatan Gending ™
45 | SAMSUL ARIFIN Dsn. Pasar RT 4 RW 2 Desa Banyuanyar{ 2 Ekor Kambing 3.000.000
Lor Kecamatan Gending +
46 | ARSINI GHAFUR i Dsn RT 9 RW '3 Desa Brumbungan lor | 2 Ekor Kambing 3.000.000
| Kecamartan Gending p«
47 | TATIK INDAHYATI Dsn RT 4 RW 2 Desa Brumbungan Lor | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Gending =
48 | SUHEPAN Dsn. Taman RT 1 RW 1 Desa Pikatan | 2 Ekor | Kambing | 3.000.000
Kecamatan Gending 1 ¢
49 | ABDUL FATAH Dsn. Taman RT 2 RW 3 Desa Sebaung | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Gending
50 | ASIN Dsn. Krajan RT 2 RW 3 Desa Sebaung | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Kecamatan Gending  «-
51 | ESA KUBAT RT 3 RW 6 Desa Sumberkerang Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Gending H
52 | ONI FIRMAN ADITIA RT 11 RW & Desa Jatiadi Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
Gending L
53 | WAHED RT 9 RW 4 Desa Jatiadi Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
’ Gending L
54 | HOIRUL UMAM !'RT 7 RW 3 Desa Jatiadi Kecamatan | 2 Ekor Kambing 3.000.000
: ' Gending -
55 | SAMSUDIN 5 Dsn. Krgjan RT 06 RW 01 Desa; 2 Ekor Kambing | 3.000.000
i Brumbungan Lor Kecamatan Gending -
36 | GULU ARPUJI 'Nsn.  flepur RT 08 RW 03 Desa{ 2Ekor | Kambing 3.000.000

S Brumoungan

Ler Kecamatan Gending

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43733.pdf
-3...
(1 2 3 4 5 6
87 | KARDI Dsn. " Sabtuabn RT 003 RW 001 Desa] 2 Ekor Kambing 3.000.000
Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan
58 | TRUNA Dsn. Sabtuabn RT 004 RW 001 Desa| 2Ekor ! Kambing | 3.000.000
Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan
59 | OSNAN Dsn. Bataan RT 003 RW 001 Desa| 2 Ekor [Kambing 3.000.000
Sumberkiedung Kecamatan Tegalsiwalan-
60 | M. RUDI Dsn. Bataan RT 00! RW 001 Desa 2 Ekor Kambhing 3.000.000
: Sumberkledung Kecamatan Tegatsiwalan-
@ DAHLAN / Dsn. Tabata RT !1 RW 3 Desa Sumendi.) 1 Unit HKompresor | 3.500.000
Kec, Tongas
@ SULIHA v Dsn. Tabata RT 9 RW 3 Desa Sumendi Kec.r| 1 Unit Selep { 3.500.000
Tongas Tepung
@/ NUR FADILATUR ¥ Dsn. Jalit' RT 6 RW 2 Desa Tongas Wetan»{ | Unit Selep v | 3.500.000
ROHMAH J Kec. Tongas - . Tepung
@ SAIFUL KHODAR JL Perning RT 2 RW 1 Desa Tongas Wetans| 1 Unit P Kompresor | 3.500.000
Kec. Tongas :
65) | DEWI ASTUTIK ¥ Dsn. Kapasan Lor RT 21 RW Mmgas 1 Unit Selep? | 3.500.000
Wetan Kec. Tongas ‘ Tepung
@ ASTIMAN ! Dsn.Kapasan Lor RT 21 R’C{S Desa Tongas | 1 Unit P Kompresor | 3.500.000
Wetan Kec. Tongas
@ ; REFI MARISKA ¢ Dsn. Sumber Pancoran RT 18 RW 7 Desa 1 Unit Al*((:)mprcsm' 3.500.000
i Tongas Wetan Kec. Tongas
@ , SUMAMI / Dsn., Sumber Pancoran RT 18 RW 7 Desa 1 Unit Selep ¥ 3.500.000
: Teongas Wetan Kec. Tongas v Tepung
. ASMAD n Dsn. Mendek Kulon RT 8 RW 4 Desa| ! Unit [MKompresor | 3.500.000
: Sumber Kramat Kee Tongas )
; @ SUDARTC A Dsn. Tanah Celeng RT 11 RW 6 Desa] 1 Unit Selep Vv | 3.500.000
Sumber Kramat Keo Tongas . Tepung
@ " MOH. SLAMET ¥ Dsn. Sumbteran RT ¢ RW 2 Desa Dungun | 1 Unit RKompresor | 3.500.000
Kec. Tongas -
V@ . AZIZ < Dsn. Rancang RT 27 RW 7 Desa Bayeman | 1 Unit Selep ¥ | 3.500.000
l Kec. Tongsas v Tepung
@ | JARMIN v Dsn. Krajan Kidul RT 8 RW 3| 1Unit [\Kompresor | 3.500.000
; Desa Curahdringu Kec. Tongas »
HUSN! J Dsn. Krajan Tengeh RT 9 RW 4 1 Unit H(omprcsm' 3.500.000
Desa Curahdringu Kec. Tongas -
@E FARID J Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 1 Unit Sclep‘ 3.500.000
l Desa Curahdringu Kec. Tongas v Tepung
SULAIMAN — Dsn. Gupong RT 15 RW 3| 1Unit PKompresor | 3.500.000
Desa Wringianom Kec. Tongas —
@ KASIM Dsn. Mendek Kulon RT 10 RW 35 1 Unit Mesin 3.500.600
Desa Sumberkrdamar Kec. Tgngas - Jahit
78 | DINAR AKTIVITA . Dsn. Wedian RT # RW 1 Desa Curahsawo 1 Unit Sclep 3.500.000
. AKBAR Kec. Gending - . Tepung
79 | DURYANTQ Dsn.  Karanganyar RT 4 RW 2 I Unit ‘iKompresor 3.500.000 |
i Desa Cuyrahsawo Kec. Gending »
80 ! IMAM WAHDANIA - RT 16 RW 7 Desa Jauadi Kec. Gending 1 Unit Kompreser | 3.50C.000
81 | KUSAER! KARNEN RT 2 RW 3 Desa Sumberkerang 1 Unit Selep 3.500.000
Kec. Gending ., Tepung J

BUPATI PROBOLINGGO

"L/\/W\/\/\/’\/\/\L

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
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SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWARBAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomorl4 Tahun 2016, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan ;
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

p)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional ;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Aluntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan

Hibah,
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah ;

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dibubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri
Nomor 21 Tahun 2011,

22. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2016;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggoe Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

24. PeraturanBupatiProbolinggoNomor 52 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan

PeraturanBupatiProbolinggoNomor2Tahun2016.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARAPENGANGGARAN, PELAKSANAANDAN
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORINGDAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasall
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015
tentangTata Cara  Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2
Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. KetentuanPasalSdiubahdanharusdibacasebagaiberikut :
Pasal 5

{1y Pemberian hibah dilakukan sesuail kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjangpencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
denganmemperhatikan :

a. asas keadilan ;

b. asas kepatutan ;

¢. asas rasionalitas ;dan

d. asas manfaat untukmasyarakat.

(4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah
keseimbangan distribusi pemberian hibah.

(5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah
tindakan atau suatusikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

(6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ adalah
bahwa pemberianhibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.

{7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d adalahbahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

(8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteriapaling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranva fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakaran;

d. memenuhi persvaratan penerima hibah.
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(9) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud
padaayat (8Jhuruf b, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat
menerima hibahkembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun setelah menerimahibah.

{10} Pengecualian terhadap organisasi yang dapat menerima hibah secara terus
menerus sebagaimana dimaksud padaayat (8} huruf b dapat ditetapkan

dengan Keputusan Bupati tersendiri.

2. KetentuanPasal6 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :
Pasal 6
Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
d. Badan,lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.

3. KetentuanPasal7 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :
Pasal 7

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6huruf
a diberikan kepadaSatuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintahnon
Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalamdaerah yang
bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 6 huruf b diberikan kepadadaerah otonom baru hasil pemekaran
daerahsebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3} Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢ diberikan dalamrangka untuk meningkatkan pelayanan
kepadamasyarakat sesual dengan ketentuan  peraturanperundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢ diberikan dalamrangka untuk meneruskan hibah yang
diterimaPemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuaidengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6
huruf d diberikan kepadaBadan dan Lembaga:

a. vang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yangdibentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan;
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b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telahmemiliki Surat
Keterangan Terdaftar yangditerbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernuratau Bupati; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosialkemasyarakatan berupa
kelompokmasyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat
sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat,
dan  keberadaannyadiakui oleh  Pemerintah  Pusat dan/atau
PemerintahDaerah melalui pengesahan atau penetapan daripimpinan
instansi vertikal atau Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah terkait
sesuai dengankewenangannya.

{6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yangberbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada
organisasikemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atauorganisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukumperkumpulan yang telah
mendapatkan  pengesahanbadan hukum dari kementerian yang
membidangiurusan hukum dan hak asasi manusia sesuaiperaturan

perundang-undangan.

4. KetentuanPasal8 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :
Pasal 8
(1} Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;

b. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/KepalaDesa setempat
atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan.

{(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimanadimaksud dalam

Pasal 7 ayat (6) diberikan denganpersyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangiurusan hukum dan
hak asasi manusia palingsingkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain
olehperaturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasiPemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan

c. mermiliki sekretariat tetap didaerah yangbersangkutan
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(4) Proposal untuk permohonan hibah berupa barang, paling sedikit memuat :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan-permasalahan vyang melatarbelakangi
diajukannya usulanhibah oleh calon penerima hibah;

b. maksud “dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
digjukannyapermohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Daerah ;

¢. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang),
berisiuraian tentang susunan pengurus dari organisasi
kemasyarakatan/kelompokorang yang mengajukan usulan hibah;

d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang),
berisiuraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari
organisasikemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan
hibah dan nomortelepon yang dapat dihubung) sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan,;

e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan

Jumlahbarang vyang dimohon oleh calon penerima hibah kepada

Pemerintah Daerah ;

@tanda tangan dan nama lengkap calon penerima  hibah
(Pimpinan/Ketua)serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan
diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.

(5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi wusulan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah SKPD
selakupengelola hibah dan bantuan sosial yang memiliki tugas dan fungsi
sebagaimanadimaksuddalamPasal4.

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5} bertujuan untuk :

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar
satuanharga vyang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah atau
apabilakomponen yang dibutuhkan tidak rerdapat dalam standar satuan
harga,maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta
kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan
jeniskegiatannya,;

c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang

vangmengajukan usulan hibah (tidak fiktifi:
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d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/
kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan
olehcalon penerima hibah;

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum
dilaksanakan oleh calon penerima hibah; '

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi
kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan
sebagai pengurus,dapat berupa akta notaris/keputusan
penunjukan/pengangkatansebagai pengurus atau dokumen lainnya
yang dapatdipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani
olehcalon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok
orangj;

4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan
Bangsa,Politik dan Perlindungan MasyarakatKabupatenProbolinggo
bagi Organisasi Kemasyarakatan;

5. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau
suratpernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh
Lurah (apabilakegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi) sertadilengkapi dengan foto;

6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda
TamatBelajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya
dari yangmenandatangani Rencana Anggaran biaya {apabila kegiatan
yangdiajukan merupakan pekerjaan konstruksil,

7. fotocopy rekening bank atas
namalembaga/organisasi/instansi/ kelompok orang yang
specimennyaPimpinan/Kerua dan Bendahara.

(8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melaluiTAPD.

{3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi keterangan
mengenaihal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan disertai
kesimpulanpermohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.

{10) TAPD memberikan perumbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

padaayat (9} sesual dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



7 43733.pdf

5. KetentuanPasal9 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :
Pasal 9
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat

menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada secara tertuliskepada

Bupati dengan dilengkapi proposal.

(2) Proposal untuk permohonan hibah berupa uang, paling sedikit memuat :

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
faktadan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannyakegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon
penerima hibah ;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannyakegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

¢. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang),
berisiuraian tentang susunan pengurus dari organisasi
kemasyarakatan/kelompokorang yang mengajukan usulan hibah,;

d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang),
berisiuraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari
organisasikemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan
hibah dan nomortelepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang Kegiatan yang akan dilaksanakan
olehcalon penerima hibah;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan
tempatpelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah;

g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian
tentangperhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
termasukrincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan
lainnya;

h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/
ketua)serta stempel/cap organisasiflembaga dengan diketahui oleh
RT/RW, Lurahdan Camat setempat.

{3) Dalamhal kegiatan vang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka
rencanaanggaran biaya sebagaimanza dimaksud pada ayat (2) huruf g harus
dibuat danditandatangan: oien osadan hukum atau perorangan yang

memiliki kompetensidalam bidang konstruksi,
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©. KetentuanPasall2 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (i)

dianggarkan dalam kelompok belanjatidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanjahibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2} Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibahsebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha MilikDaerah; dan/atau

c. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatanyang berbadan hukum

Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1layat

(2) dianggarkan dalam kelompokbelanja langsung yang diformulasikan
kedalamprogram dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenisbelanja barang
dan jasa, obyek belanja hibah barangatau jasa dan rincian obyek belanja
hibah barang ataujasa yang diserahkan kepada pthak
ketiga/masyarakatpada SKPD.

7. KetentuanPasal25diubahdanharusdibacasebagaiberikut :

(1)

(2}

Pasal 25
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompokmasyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukansetelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan
urusan pilihan denganmemperhatikan :
a. asas keadilan ;
b. asas kepatutan ;

. asas rasionalitas ; dan

9]

d. asas manfaat untukmasyarakat.

Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a adalah
keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.

Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
tindakan atau suatusikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c adalah
bahwa pemberianbantuan sosial harus dapar dinalar dan diterima oleh

zkal dan pikiran.
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Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD vang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/ataukeluarga yang bersangkutan.

Pagu alckasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran

yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat {1) meliputi :

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau
fenomenaalam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum ;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan
bidang lain yangberperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat darikemungkinan terjadinya resiko sosial.

Lembaga Non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,

pengajuan dana bantuan sosialnya melalui SKPD yang diberi tugas mengelola

hibah dan bantuan sosial.

Pasal 28 ‘

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1}
memenuhi kriteria paling sedikit :
a. selektif ;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan ;
¢. bersifat sementara dan udak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentudapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan.
Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untukmelindungi dari kemungkinan resikec sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}huruf b meliputi :
a. memiliki identitas vang jelas sebagai penduduk daerah : <z

b. berdomisili dalam wilayah daerah.
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Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampaipenerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
a. rehabilitasi sosial ;
b. perlindungan sosial ;

@ pemberdayaan sosial ;
b. jaminan sosial ;
c. penanggulangan kemiskinan ; dan

d. penanggulangan bencana.

Pasal 29
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat {6) huruf a
dityjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sescorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf
bditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanansosial  seseorang, keluarga, kelompok  masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.
Pemberdayaan saslial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf
cdituyjukan untuk menjadikan sesecorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyal daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan

agardapat memenuhi kebutuhan dasar mdupnya yang layak.
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Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6)
huruf{ e merupakan kebijakan, program dan kegiatan vyang dilakukan
térhadaporang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyal sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6)

huruf {f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1} dapat berupa
uang atau barang /jasa.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, vayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, teriantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan
yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuankendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidakmampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan

makanan/pakaiankepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurangmampu.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 31
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permochonan tertulis kepada
Bupat: dan untuk Lembaga Non Pemerintah, dilengkapi dengan proposal.
Proposa! untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit
memuat :
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalaban-permasalahan yang melatar belakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh

calen penerima bantuan sosial ;
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maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannyausulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
susunan kepengurusan {kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan
sosial ;

domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian
tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan ;

Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau
rencanapenggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial ;

Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian
kebutuhanbahan dan peratatan serta kebutuhan lainnya;

Tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial
{pimpinan/ketua)} serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok
masyarakatjatau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda
tangan/ cap jari bagiyang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap
calon penerima bantuansosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui

oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.

(3} | Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang

sckurang-kurangnya memuat :

a.

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan scsial oleh
calon penerima bantuansosial ;

Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya
usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;

Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non
pem‘erintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan

sosial ;
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Domisili  kelompok masyarakat/lembaga mnon pemerintahan, berisi
urajantentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga
nonpemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor
teleponyang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

Jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang

vangdimohon oleh calon penerima bantuan sosial ;

(I:U Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial

{pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok
masyarakatjatau tanda tangan/cap jarli bagi yang tidak mampu tanda
tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap
calon penerima bantuansosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui

oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.

Bupati menunjuk Kuasa PPKD/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi

usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SKPD yang memiliki

tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.

Evaluasi bertujuan untuk :

d.

mengetahul kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar
satuanharga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau
apabila komponenyang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan
harga, maka dapatmenggunakan harga pasar yang berlaku saat itu ;
mengetahui  kesesualan antara kebutuhan peralatan dan bahan
sertakebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
denganjenis kegiatannya ;

memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan
vang mengajukan usulan bantuan sosial {tidak fiktif) ;

memastikan domisili/alamat anggota/ kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh
calon penerima bantuan sosial ;

memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial
belumdilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;

meminta dokumen-dokumen pendukung vyang diperlukan sesuai
kebutuhan.,antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk caion penerima bantuan sosial ;
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2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok
masyarakat/lembaga non  pemerintahan atau  penunjukan/
pengangka-tan sebagaipengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya
yang dapatdipertanggungjawabkan ;

3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh
calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan) ;

4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota
masyarakat/pimpinan/ ketua dan bendahara.

(7) Kuasa PPKD/Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai
hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengaﬁ disertai kesimpulan
permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui.

(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

padaayat {9} sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32
(1) Rekomendasi Kuasa PPKD/Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) dan ayat (10) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS.
(2) Pencantuman alokasl anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputianggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 33
(1} Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
{2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 34

(1} Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) QObyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. individu dan/atau keluarga ;
b. masyarakat ; dan
¢. lembaga non pemerintahan.

{3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang
vang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(4y Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan

ayat {2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 35

(1) Peiaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas
DPA-PPKD.

(2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dirinci menjadi rincian
DPA-PPKD vyang disampaikan kepada masing-masing Kuasa PPKD sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(3) Peiaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal 36
{1) Kuasa PPKD/SKPD terkait mengecck persyaratan administrasi, memproses
Rancangan Keputusan Bupati tentang penerima belanja bantuan sosial dan
penetapan besaran belanja bantuan sostal.
(2) Dalam melakukan pengecekan Kuasa PPKD/SKPD terkait dapat dibantu oieh

Staf vang ditunjuk mengelola bantuan sosial.
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(3) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam
proses penerbitan SPP dan SPM.

{4) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(5S) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4] menjadi dasar
penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

(6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.

(7) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 didasarkan pada usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkulan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta

mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 37

(1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).

(2) Dalam hal bantuan sosial berupa wang dengan nilai sampai dengan
Rp. 5.000.000,- {lima juta rupiah) per penerima bantuan sosial pencairannya
dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah
Uang (UP/GU/TU).

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, pada awal tahun anggaran, Kuasa PPKD
mengajukan pencairan Uang Persediaan setinggi tingginya

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
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Pasal 38 -

Pemohon Bantuan Sosial menyampaikan surat permochonan bantuan sosial

beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya.

SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo selaku

Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut :

a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari :

L.

SN

Nota Pencairan dari Kuasa PPKD/Kepala SKPD ;

Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;

Surat Permohonan Belanja Bantuan Sosial dari Kepala Desa/Lurah ;
Salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial ;
Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas Penerima Belanja
Bantuan Sosial ;

Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan dicantumkan

nama lengkap penerima bantuan sosial.

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri darm :

1.

2
3.
4

Nota Pencairan dari Kepala SKPD ;

Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;

Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;

Salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Belanja
Bantuan Sosial ;

Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala
keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial ;

Kwitansi bermateral cukup yang ditandatangani dandicantumkan nama

lengkap penerima bantuan sosial.

c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non

pemerintah, terdir dari :

L.

v oW

Nota Pencairan dari Kepala SKPD ;

Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;

Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial ;

Pakta Integritas {bermaterai) ;

Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima
bantuan sosial (bermaterai} ;

Proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial vang dilengkapi

dengan Surat Permochonarn Pencairan Bantuan Sosial ;
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7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/
organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus
lembaga/organisasi.

(3) Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal yang
diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial ;

b. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan
sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang
dapat dipertanggung jawabkan ;

c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh
calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan) ;

d. fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga

non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua

dan bendahara.

Pasal 39

{1) Kuasa PPKD menerima nota permohonan pencairan dana beserta dokumen
pendukungnya dari SKPD terkait, untuk diajukan Surat Permintaan
Pembayaran/Surat Perintah Membayar dilampiri Keputusan Bupati tentang
Penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

{2) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui SKPD
ataupun langsung pada rekening penerima bantuan sosial.

{3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 30
(ltma puluh} penerima yang dibebtankan pada kode rekening dengan
penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) Surat Perintah
Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana.

(4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dirinci dalam
lampiran Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana.

(5} Penyerahan bantuan sosial berupa Uang Maupun barang kepada penerima

bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



(1)

(2)

(1)

43733.pdf

b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya
laporan penggunaan bantuan sosial ;

c. _Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk
membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah ;

d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh
penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan ;

e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/
ketua)serta stempel/cap organisasiflembaga (bagi kelompok masyarakat)
atau tanda tangan/cap jari bagl yang tidak mampu tanda tangan dan nama
lengkap penerima bantuan sosial {bagi anggota masyarakat).

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan

bantuan sosial kepada kepala Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud

padaayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan

sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima

bantuan sosial.

Pasal 43
Kuasa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran
berikutnya,
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu

dan/atau keluarga.

Pasal 44
Bantuan sosial berupa uvang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berups barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuansosial pada .enis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan

pada SKPDterkai:,
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BAB VIH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ni dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal % A\‘Ivﬁuﬁ Q01
BUPATI PROBOLINGGO

(\}\MM/\/V\/

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015

tanggal =& A;?MZZ‘I oié)/p‘ﬁ— Nomor é‘:i

.................... P i A T A L

Pembina Utama I\Kuda
NIP. 19590527 198503 1 019
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR

TANGGAL :

: 8§’ TAHUN 2015
23 Aﬂvs\’u& QOW

SKPD PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

| NO BIDANG KEWENANGAN SKPD PENERIMA HIBAH /BANSOS
i 1 2 3 4
!
| 1 | Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan « Dewan Pendidikan
| Kabupaten Probolinggo
* Gerakan Nasional Orang
’ Tua Asuh
% (GN-OTA) Kabupaten
Probolinggo
= Persatuan Guru Republik
Indonesia Kabupaten
Probolinggo

* Biaya Operasional Sekolah
’ Madrasah Diniyah
' (Bosda Madin)

* Gabungan Organisasi
| Penyelenggara Taman
; Kanak-kanak Indonesia

{GOPTKI)} Kabupaten
Probolinggo
= Biaya Operasional Sekolah
Swasta di Kabupate
Probolinggo
» Beasiswa bagi yang
Berprestasi atau Miskin
2 Kesehatan Dinas Kesehatan, | = Palang Merah Indonesia
RSUD Waluyojati, Kabupaten Probolinggo
RSUD Tongas = Forum Kabupaten Schat
3 | Permukiman, Perumahan & | PU Cipta Karya Bantuan Rumah Tidak Layak
Tataruang Huni bagi Keluarga Miskin
4 | Perencanaan Pembangunan | BAPPEDA

Bantuan Jaringan Penelitian

untuk lembaga perguruan

tinggl
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2 3 4
Lingkungan Hidup Badan  Lingkungan | Bantuan Rumah Kompos dan
Hidup Bantuan terkait penghijanan
dan kebersihan lingkungan
Perhubungan Dinas Perhubungan | Bantuan Sarana dan

Prasarana Keselematan Lalu

Lintas

Pemberdayaan Perempuan Badan Bantuan bagi Keluarga

dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Sejahtera dan bantuan
Perempuan dan | pelayanan keluarga
Keluarga Berencana | berencana

Sosial Dinas Sosial, BPBD = Koordinator Kegiatan

Kesejahteraan  Kabupaten
Probolinggo

* Yayasan PA Dharma Asih

* Jamsos Bagi anak dengan
kecacatan

= Jamsos Bag Lansia
Terlantar

* Jamsos Bagi ODHA

tidak

untuk kemiskinan

tidak terencana

untuk korban bencana

= Bansos terencana

= Bansos

Kesgjahteraan Sosial dan
Keagamaan

Bagian

Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat
Daerah
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= Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Probolinggo

* NU Kraksaan

= NU Probolinggo

= Muhammadiyah

* Al Irsad Probolinggo

* Lembaga Pengembangan
Tilawatil Quran {LPTQ)
Kabupaten Probolinggo

= Badan Amal Zakat

Kabupaten robolinggo

= Jamiyatul Qurro Wal
Huffadz Kabupaten
Probolinggo

* Rehabilitasi Rumah
Peribadatan

= Rehabilitasi Lembaga
Pendidikan Keagamaan

* Rehabilitasi Pondok

Pesantren
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1 2 3 4
15 | Ketahanan Pangan Badan Ketahanan | Hibah/Bantuan bagi
Pangan dan | kelompok tani
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian
16 | Pemberdayaan Masyarakat | Badan = Dharma Wanita Kabupaten
Dan Desa Pemberdayaan = PKK
Masyarakat
17 | Perpustakaan Kantor Perpustakaan | Hibah/bantuan bagi Pokmas
Umum Daerah gemar membaca (barang)
18 | Pertanian Dinas Pertanian Hibah/Bantuan bagi
Kelompok Tani (barang)
19 | Perkebunan Dan Kehutanan { Dinas  Perkebunan | Hibah/Bantuan bagi
dan Kehutanan Kelompok Pekebun (barang)
20 | Peternakan Dinas Peternakan Hibah/Bantuan bagi
dan Kesehatan Kelompok Ternak (barang)
Hewan
21 | Kelautan Dan Perikanan Dinas Perikanan dan | Hibah/Bantuan bagi
Kelautan Kelompok lkan dan Nelayan
{barang)
22 | Perindustrian dan | Dinas Perindustrian | = KADIN
Perdagangan dan Perdagangan = DEKRANASDA
* Hibah/Bantuan bagi KM,
Pedagang (barang)
23 | Perusahaan Daerah Bagian Penyusunan

Program Sekretariat
Daerah

= PD Rengganis
~ PDAM

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR . Sa TAHUN 2015
TANGGAL : 2V Aj.,ﬁu aay

FORMAT SURAT HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH, SU'RAT REKOMENDASI
DAN REKAPITULASI HIBAH DAERAH, SURAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL DANA
HIBAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL, KEPUTUSAN
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH, RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGGUNAAN DANA HIBAH, NOTA DINAS PENCAIRAN DANA HIBAH, NPHD,
SURAT KUASA PENDATANGANAN NPHD PADA KEPALA SKPD, BERITA ACARA
SERAH TERIMA HIBAH DAERAH, PAKTA INTEGRITAS, SURAT KETERANGAN
TRANSFER, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN HIBAH
DAERAH, PERMOHONAN DANA BANTUAN SOSIAL, SURAT PERNYATAAN TIDAK
TERJADI KONFLIK INTERNAL BAGI POKMAS/LEMBAGA, SURAT REKOMENDASI
BANTUAN SOSIAL SKPD KEPADA BUPATI, KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN SOSIAL, NOTA PENCAIRAN DARI KUASA PPKD/KEPALA SKPD,
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL, PAKTA INTEGRITAS BANTUAN
SOSIAL, SURAT KETERANGAN TRANSFER BANTUAN SOSIAL DAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT SURAT HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH

KOP SKPD

Probolinggo,..........ccocooi

Nomor : Kepada,

Sifat . Penting Yth. Bupati Probolinggo

Lampiran : - Melalui

Hal : Hasil Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Proposal Hibah Kabupaten Probolinggo
Daerah di -

Probolinggo
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